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WALIKOTA TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 52 TAHUN 2015
TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
DAN PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

=,

WALIKOTA TANGERANG,

bahwa untuk mewujudkan pembinaan aparatur
berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier dalam
kerangka manajemen sumber daya manusia aparatur, perlu
disusun kebijakan penilaian prestasi kerja bagi aparatur di
lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;

bahwa penilaian prestasi kerja menjadi dasar dalam
manajemen sumber daya manusia aparatur yang
berimplikasi terhadap sistem kompensasi, kenaikan
pangkat, pendidikan dan pelatihan, sistem karier, serta
penjatuhan hukuman disiplin;

bahwa dalam upaya mengoptimalkan pengukuran kinerja
dan produktivitas kerja serta penerapan asas keadilan dan
proporsionalitas, maka diberikan tunjangan tambahan
penghasilan bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota
Tangerang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pedoman Penilaian Prestasi
"Kerja Tregawal ‘aan Tremiperian Tiunjdangdan Trarroahan
Penghasilan di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;

Undang-Undang Nomor 2  Tahun 1993  tentang
Pembentukan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3518);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawail Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);



Menetapkan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawal Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota
Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);

7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun
2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Tangerang Nomor 13);

8. Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2013 tentang Hari
Kerja, Jam Kerja dan Apel Pagi (Berita Daerah Kota
Tangerang Tahun 2013 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN

PRESTASI KERJA PEGAWAI DAN PEMBERIAN TUNJANGAN
TAMBAHAN PENGHASILAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA TANGERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Tangerang.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.

Walikota adalah Walikota Tangerang.

. B

Sekretaris Daerah adalah  Sekretaris Daerah Kota
Tangerang.

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kota Tangerang,

6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan vyang
selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang.

7. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang
selanjutnya disebut Kepala BKPP adalah Kepala Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang.



8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT
adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang
melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas
teknis dari organisasi induk.

9. Pegawai adalah Pegawal Negeri Sipil dan Calon Pegawai
Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Tangerang.

10.Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai
negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan
organisasi.

11.Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan vyang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, Wewenang dan hak
seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau
keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan
pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

12.Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana adalah kedudukan
yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenanlg dan
hak seseorang CPNS dan PNS dalam suatu satuan
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan
pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya
tidak disyaratkan dengan angka kredit.

13.Sasaran Kerja Pegawal yang selanjutnya disingkat SKP
adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh
seorang pegawai.

14. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap
pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran
kerja pegawai dan perilaku kerja.

15. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang selanjutnya dlsmgkat
PPK adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang
dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja
pegaWal dan perilaku kerja pegawal dalam rangka mencapai
visi Pemerintah Kota Tangerang,

16.Sasaran Kerja Pegawai Berbasis Online yang selanjutnya
disebut SKP Online adalah Aplikasi Penyusunan Penilaian
Prestasi Kerja yang terintegrasi terhadap data kepegawaian,

17. Target Kerja adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai
dar1 setiap pelaksanaan tugas jabatan.

18.Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau
tindakan yang dilakukan pegawai atau tidak melakukan
sesuatu yang seharusnya dilakukan, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

19 Rencana Kerja Tahunan adalah rencana yang memuat
kegiatan tahunan dan target yang akan dicapal sebagai
penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah.

20.Tunjangan Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang
diperoleh pegawal berdasarkan beban kerja dan prestasi
kerja setiap bulan diluar gaji yang diterima dengan sah,
sesual Ketentuan peraturan perundang-undangan.



21.Tunjangan Beban Kerja adalah tunjangan daerah yang
diberikan kepada pegawai berdasarkan tanggung jawab,
wewenang dan fungsi tambahan sesuai dengan jabatan dan
golongan kepangkatan.

22.Tunjangan Prestasi Kerja adalah tunjangan daerah yang
diberikan kepada pegawai berdasarkan perhitungan capaian
prestasi dan perilaku pegawal sesual hasil penilaian atasan.

23.Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai
dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat eselon V
atau pejabat lain yang ditunjuk.

24.Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat
penilal atau pejabat lain yang ditunjuk.

25.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat
DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja,

dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB 1I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Pedoman Penilaian Prestasi
Kerja Pegawai dan Pemberian Tunjangan Tambahan
Penghasilan di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang adalah
sebagai acuan bagi setiap pegawai dalam pengelolaan kinerja
Pegawai untuk mewujudkan visi Pemerintah Daerah.

BAB III
PENYUSUNAN SKP DAN PPK
Pasal 3

(1) Setiap pegawai wajib menyusun SKP berdasarkan rencana
kerja tahunan OPD melalui aplikasi SKP Online,

(2) Penyusunan SKP dibuat dalam 2 (dua) jenis yaitu Tahunan
dan Bulanan,

(3) Penyusunan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dibuat pada awal bulan Januari dan pengisian realisasi
tahunan dibuat pada akhir bulan Desember, sedangkan
untuk pengisian realisasi SKP bulanan dibuat setiap akhir
bulan berjalan.

Pasal 4

(1) Setiap Pejabat Penilai wajib melakukan penilaian atas SKP
yang menjadi kewenangannya.

(2) Penyusunan PPK Tahunan dibuat pada awal bulan Januari
tahun berikutnya dan penyusunan PPK bulanan dibuat pada
setiap akhir bulan berjalan sebagal dasar pembayaran
Tunjangan Tambahan Penghasilan.



BAB IV
PEDOMAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
Pasal 5

(1) Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(2) Untuk pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai, setiap
kepala OPD diwajibkan membuat uraian jabatan bagi
pejabat fungsional umum di lingkup OPD yang dipimpinnya.

BABV
TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 6

(1) Selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan perundang-
undangan, Pegawai diberikan Tunjangan Tambahan
Penghasilan setiap bulan.

(2) Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai dengan
jabatan tertentu dengan ketentuan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

(1) Pada bulan Januari 2016, pembayaran Tunjangan Beban
Kerja dan Tunjangan Prestasi Kerja dibayarkan sebesar 75%
(tujuh puluh lima persen).

(2) Pada bulan Januari tahun berikutnya dibayarkan
berdasarkan kinerja di bulan Desember tahun sebelumnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka :

1. ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 28
Tahun 2013 tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Apel Pagj;
dan

2. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2013 Tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah
Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 33);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 januari
an0lé.



Agar setiap orang mengectahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 18 Desember 2015

WALIKOTA TANGERANG,
ttd

H. ARIEF R, WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 18 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2015 NOMOR 52



LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTATANGERANG
NOMOR 52 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN PRESTASI KERJA
PEGAWAI DAN PEMBERIAN TUNJANGAN

TAMBAHAN PENGHASILAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
TANGERANG.
BAB I
PENDAHULUAN

Kota Tangerang sebagai daerah penyangga Ibukota Negara Republik
Indonesia pertumbuhan pembangunannya sangat ditentukan oleh kualitas
sumber daya manusia Kota Tangerang, termasuk didalamnya sumber daya
manusia aparatur Pemerintah Daerah. Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018, mengamanatkan
terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Baik, Akuntabel, Dan Transparan
didukung Dengan Struktur Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten, Dan

Profesional.

Sumber daya manusia Aparatur menjadi fundamen dalam membentuk
sebuah Pemerintah Daerah termaju baik secara kuantitas maupun kualitas.
Secara kuantitas sumber daya aparatur, jumlah pegawai ditentukan oleh
scberapa besar kelembagaan yang dibentuk dalam perangkat Daerah agar
tugas pokok dan fungsi kelembagaan perangkat Daerah dapat dilaksanakan.
Posisi  kuantitas pegawai dipengaruhi oleh kondisi pegawai yang
pensiun/diberhentikan dan dibandingkan dengan pegawai yang direkruitmen

dalam setiap tahun.

Secara kualitas sumber daya aparatur, diukur dari kompetensi pegawai
dalam melaksanakan sebuah tugas pekerjaan Pemerintah Daerah. Kompetensi
pegawai adalah kemampuan pegawai yang meliputi kemampuan pengetahuan
atau wawasan, kemampuan keterampilan, dan perilaku yang memadai untuk
melaksanakan pekerjaan. Kuantitas dan kualitas aparatur yang tepat dan
memadai akan mendorong pada kinerja pegawai lebih produktif dan terarah
mencapai tujuan dan sasaran membangun Aparatur Pemerintahan Daerah

yang Cerdas, Bermoral, Inovatif, dan Profesional.



Dengan demikian diperlukan sebuah manajemen sumber daya aparatur
yang dapat mengelola kuantitas dan kualitas pegawai untuk mencapai tujuan
Pemerintah Daerah. Manajemen sumber daya manusia yang komprehensif
dengan sistem pengukuran kinerja pegawal yang terukur dan memberikan

Jfizedback kepada manajemen sumber daya manusia secara umum.

BAB II
PENYUSUNAN TARGET KINERJA

Indikator Kinerja Perangkat Daerah menjadi dasar dalam menentukan
program, kegiatan,dan sub Kkegiatan dalam APBD, yang masing-masing
program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut mempunyai satu atau lebih

target kinerja. Target kinerja dituangkan dalam bentuk :

1. Target Kuantitas Output

Target Kuantitas Output adalah target dari jumlah hasil kerja yang
diperoleh dari program/kegiatan/sub kegiatan secara langsung baik berupa
barang/dokumen atau frekuensi aktivitas kerja.

Penetapan target kuantitas output disesuaikan dengan kontribusi terhadap
Indikator Kinerja Perangkat Daerah untuk target kinerja Kepala Organisasi
Perangkat Daerah, dan untuk pejabat struktural lain sampai dengan
Fungsional umum/pelaksana secara hierarki meNgacu pada target kinerja
Kepala Organisasi Perangkat Daerah. Sedangkan untuk pejabat fungsional
tertentu selain mengacu pada target kinerja Kepala Organisasi Perangkat
Daerah, juga disesuaikan dengan target pencapaian angka kredit minimal
untuk kenaikan pangkat satu tingkat dalam kurun waktu maksimal 4
(empat) tahun, terhitung mulai pengangkatan pangkat sebelumnya.

Satuan yang digunakan dalam target kuantitas output sangat bergantung
pada hasil kerja atau aktivitas kerja yang dilakukan dan dapat diukur,

misalnya dokumen, laporan, naskah, lembar kerja, dan lain-lain.

2. Target Kualitas Output
Target Kualitas Output adalah target mutu dari hasil kerja atau aktivitas
kerja yang dilakukan dari program/kegiatan/sub kegiatan. Mutu hasil
kerja dapat diukur dari kualitas barang/dokumen, tingkat ketepatan
waktu/sasaran, atau kualitas proses pekerjaan.
Satuan yang digunakan dalam target kualitas output adalah persen (%),
besaral perseftase target kualitas output tergantung pada kualitas hasil

ker'ja atau aktivitas kerja pada target kuantitas out put yang diharapkan.



3. Target Waktu

Target Waktu adalah target dari waktu penyelesaian sebuah pekerjaan

dianggap selesai secara tuntas. Satuan yang digunakan dalam target waktu

adalah hari, minggu, bulan dan tahun. Misalnya:

e 1 (satu) hari untuk hasil kerja atau aktivitas yang dilakukan kurang dari
1 (satu) hari;

e 1 (satu) minggu untuk hasil kerja atau aktivitas yang dilakukan kurang
dari 1 (satu) minggu;

¢ 1 (satu) bulan untuk hasil kerja atau aktivitas yang dilakukan kurang
dari 1 (satu) bulan;

e 12 (dua belas) bulan untuk pekerjaan yang rutin dilakukan setiap 1

(satu) bulan satu kali selama satu tahun.

4. Target Biaya

Target Biaya adalah target dari anggaran atau penerimaan yang menjadi
beban atau target penerimaan dalam APBD atau APBN. Satuan yang
digunakan dalam target biaya adalah rupiah (Rp.) sesuai dengan jumlah
anggaran belanja atau target penerimaan yang ada dalam APBD atau APBN.
Target biaya diperuntukkan bagi pejabat struktural serendah-rendahnya

eselon IV/Pejabat Pengawas.

5. Target Angka Kredit

Target Angka Kredit adalah target yang dihasilkan dari target kuantitas
output atau sebaliknya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan serta mengatur tentang angka kredit bagi pegawal yang
menduduk! jabatan fungsional tertentu.
Satuan yang digunakan dalam target angka kredit adalah poin, sesuai
dengan bobot poin dari sebuah hasil kerja atau aktivitas kerja untuk
kegiatan utama maupun keglatan penunjang.
6. Pegawai yang menduduki jabatan atau penugasan khusus atau kondisi
tertentu, penyusunan target kinerja diatur sebagai berikut:
a. Pegawai Tugas Belajar
Target kinerja disusun berdasarkan indeks prestasi yang akan dicapal
pada setiap periode/semester/tahun disesuaikan dengan masa
penetapan kinerja periode/semester/tahun.
b. Pegawai yang diperbantukan pada Instansi lain.
Target kinerja disusun berdasarkan penempatan dalam jabatan pada

instansi sesuai ketentuan umum dan persyaratan umum.



c. Pegawal Masa Persiapan Pensiun
Target kinerja tidak disusun terhitung mulai tanggal ditetapkan
melaksanakan masa persiapan pensiun.

d. Pegawai yang Memiliki Masa Kerja Kurang dari 1 (satu) Tahun
Target kinerja disusun berdasarkan jabatan sesuai ketentuan umum
untuk kurun waktu sisa masa kerja aktif.

e. Pegawai Jabatan Fungsional Tertentu yang Telah Mencapai Pangkat
Maksimal.
Target kinerja disusun berdasarkan jabatan sesuai ketentuan umum
dengan tidak menyusun dan memperhatikan target angka kredit, serta
menyesuaikan dengan tugas pokok jabatan fungsional tertentu tersebut.

f. Pegawal Titipan
Target kinerja disusun berdasarkan jabatan yang ditugaskan sesuai
ketentuan umum untuk kurun waktu masa kerja titipan dan
disampaikan kepada Instansi yang menugaskan.

g. Pegawai Pindahan dari Instansi Pemerintah Daerah lain
Target kinerja disusun berdasarkan jabatan sesuai ketentuan umum
terhitung mulai tanggal ditempatkan.

h. Calon Pegawai Negeri Sipil
Target kinerja disusun berdasarkan jabatan sesuai ketentuan umum

terhitung mulai tanggal ditempatkan.

Penyusunan target kinerja disusun sesuai dengan format Sasaran Kerja

Pegawal (SKP) yang terdiri dari lima bagian utama, yaitu :

a. Bagian data pegawal yang dinilai
Pada bagian data pegawai diuraikan nama, nomor induk pegawai (NIP),
pangkat/golongan ruang, jabatan, dan unit kerja pegawai
Nama, NIP, pangkat/golongan ruang, jabatan, dan unit kerja diisi sesuai
keputusan pengangkatan atau penempatan dalam jabatan pegawai
terakhir.
Pengisian jabatan untuk pelaksana/staf/jabatan fungsional umum tidak
hanya dicantumkan pelaksana, namun diikuti dengan jabatan spesifik
lain sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
03 tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum dan Uraian
Tugas Jabatan Fungsional Umum, atau sesuai dengan Keputusan
Kepala OPD tentang Jabatan dan Uraian Tugas Jabatan Fungsional

Umum/Penempatan Pegawai Dalam Jabatan.



b.

Pengisian unit kerja sesuai dengan unit kerja pada jabatan Atasan

Langsung pegawalil.

Bagian Data Atasan Langsung pegawai yang dinilai

Pada bagian data atasan langsung pegawai yang dinilai, diuraikan nama,
nomor induk pegawai (NIP), pangkat/golongan ruang, jabatan, dan unit
kerja dari atasan langsung pegawai.

Nama, NIP, pangkat/golongan ruang, jabatan, dan unit kerja diisi
sesuai keputusan pengangkatan atau penempatan dalam jabatan atasan
langsung pegawal terakhir.

Pengisian unit kerja sesuai dengan unit kerja pada jabatan atasan dari

atasan langsung pegawal.

Bagian Kegiatan Tugas Jabatan

Pada baglan kegiatan tugas jabatan, diisi sesuai dengan kegiatan yang
menjadi tugas pokok jabatan pegawai yang ditulis pada bagian data
pegawai yang dinilai, meliputi:

1) Jabatan Struktural

Pada pegawai yang menduduki jabatan struktural, maka bagian

Kegiatan Tugas Jabatan dapat diisi tugas pokok yang tercantum

dalam Peraturan Walikota tentang SOTK OPD atau dengan nama

keglatan yang tercantum dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran,
dengan rincian sebagai berikut :

a) Kepala OPD diisi dengan program, tugas pokok dan fungsi sesuai
dengan Peraturan Walikota dan DPA OPD masing-masing.

b) Staf ahli pada Sekretariat Daerah diisi dengan tugas pokok dan
fungsi sesuail dengan Peraturan Walikota.

c) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah diisi sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi dari Komisi Pemilihan Umum dan Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum.

d) Pejabat Eselon IlI/Pejabat Administrator dan Eselon IV /Pejabat
Pengawas/Pejabat Pengawas pada OPD diisi dengan program,
tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Walikota dan
DPA masing-masing.

e) Pejabat Eselon IV/Pejabat Pengawas pada Unit Pelayanan Teknis
diisi dengan program, tugas pokok dan fungsi sesual dengan

Peraturan Walikota dan DPA masing-masing.



f)

Pejabat Eselon V/Pelaksana pada Unit Pelayanan Teknis diisi
dengan program, tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan

Walikota dan DPA masing-masing.

Pengisian kegiatan tugas jabatan bagi :

a)

Pejabat struktural yang tidak mempunyai program/kegiatan/sub
kegiatan pada DPA, makadiisi dengan wuraian tugas yang
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan
Walikota mengenai Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Selanjutnya apabila berturut-turut dalam dua tahun pejabat
struktural tidak mempunyai program/kegiatan/sub kegiatan
sesuai dengan uraian tugas, maka akan dilakukan kajian

penataan kelembagaan untuk jabatan tersebut.

Pejabat  struktural yang melaksanakan  secara  penuh
program/kegiatan/sub kegiatan pada DPA karena sesuai dengan
tugas jabatannya, tetapi tidak menjadi Pejabat Pelaksanana Teknis
Kegiatan (PPTK), maka diisi dengan program/kegiatan/sub
kegiatan pada DPA.

Pejabat struktural yang mempunyai program/kegiatan/sub
kegiatan pada DPA tetapi tidak sesuai dengan tugas jabatannya,
maka diisi hanya program/kegiatan/sub kegiatan yang menjadi
tanggung jawabnya saja yang sesuai dengan tugas jabatan.
Pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dan/atau menjadi
PPTK/KPA/PA yang tidak sesuai dengan tugas jabatannya maka
tidak perlu diisi dalam Kegiatan Tugas Jabatan namun

selanjutnya dapat menjadi tugas tambahan.

Pejabat struktural eselon 1V/Pejabat Pengawas pada Organisasi
Perangkat Daerah yang kegiatannya bersifat tunggal atau tidak
memiliki sub kegiatan, maka diisi dengan kegiatan sama dengan
pejabat eselon IlI/Pejabat Administrator sesuai dengan tugas

jabatan eselon IV/Pejabat Pengawas.

Pejabat struktural yang menjadi Pelaksana Harian (PLH) atau
Pelaksana Tugas (PLT), tidak perlu mencantumkan
program/kegiatan/sub kegiatan jabatan PLH atau PLT tersebut
dalam kegiatan tugas jabatan, namun cukup diisi hanya
program/kegiatan/sub kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya

saja yang scsuai dengan tugas jabatan.



Pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dan/atau menjadi
PPTK/KPA/PA yang menjadi tanggungjawab PLH atau PLT

selanjutnya dapat menjadi tugas tambahan.

f) Pejabat struktural yang diangkat dari pejabat fungsional tertentu
dan tetap melaksanakan tugas jabatan fungsional, maka kegiatan
tugas jabatan hanya diisi dengan program/kegiatan/subkegiatan
jabatan struktural, sedangkan tugas jabatan fungsional dapat
menjadi tugas tambahan.

g) Apabila pejabat fungsional umum yang ditugaskan sebagai PPTK
secara penuh yang terkait dengan uraian tugas jabatan pegawai
dimaksud, maka kegiatan DPA tersebut dijadikan dasar untuk

penetapan dalam bagian Keglatan Tugas Jabatan.

h) Apabila pejabat fungsional umum yang ditugaskan sebagai PPTK
secara penuh yang tidak terkait dengan uraian tugas jabatan
pegawai dimaksud, maka kegiatan DPA tersebut dijadikan dasar
untuk penetapan tugas tambahan, sehingga tidak perlu diisikan
dalam bagian Kegiatan Tugas Jabatan. Kegiatan DPA dimaksud
tetap dijadikan target kinerja yang dituangkan pada pejabat

struktural yang membidanginya.

2) Jabatan Fungsional Tertentu
Pada pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu, maka
bagian Kegiatan Tugas Jabatan diisi dengan kegiatan unsur utama
dan/atau unsur penunjang sesual dengan peraturan pelaksanaan
angka kredit pada jabatan fungsional tertentu masing-masing,
dengan ketentuan sebagai berikut :
a) Kegiatan tugas jabatan mengacu pada :

1) target angka kredit untuk satu tahun;

2) kegiatan terdiri dari unsur utama dan unsur penunjang
dengan, komposisi antara unsur utama dan penunjang sesual
dengan peraturan pelaksanaan angka kredit; dan

3) kegiatan menyesuaikan dengan efektifitas kegiatan untuk
mencapai target kinerja Kepala Organisasi Perangkat Daerah
atau target kinerja pejabat struktural yang ditunjuk oleh

Kepala Organisasi Perangkat Daerah.



Target angka kredit tahunan ditetapkan berdasarkan pencapaian
angka kredit minimal untuk kenaikan pangkat/golongan ruang
satu tingkat dari pangkat/golongan ruang terhitung mulai tanggal
diangkat saat ini, dibagi sisa masa pencapaian angka kredit

minimal tersebut, paling lama 4 (empat) tahun.

Target angka kredit dapat ditetapkan sama atau berbeda setiap
tahun dengan tetap memperhatikan ketentuan pada huruf a) dan

huruf b).

Target angka kredit berbanding lurus dengan target kuantitas

out put dari bagian target pada SKP.

Apabila pejabat fungsional tertentu ditugaskan melaksanakan
kegiatan DPA sebagai PPTK/KPA secara penuh yang terkait atau
tidak terkait dengan pencapaian angka kredit jabatan fungsional
tertentu, maka keglatan DPA tersebut dijadikan dasar untuk
penetapan tugas tambahan sehingga tidak perlu diisikan dalam
bagian Keglatan Tugas Jabatan. Kegiatan DPA dimaksud tetap
dijadikan target kinerja yang dituangkan pada pejabat struktural

yang membidanginya.

Jabatan Fungsional Umum Yang Melaksanakan Tugas Tertentu

Pada pegawai yang menduduki jabatan fungsional umum yang

melaksanakan tugas tertentu, maka bagian Kegiatan Tugas Jabatan

diisi dengan uraian tugas sesuai dengan jabatan pegawail yang diatur

dalam Keputusan Kepala OPD masing — masing.

Bagian target kerja

Pada bagian target kerja, diisi target dari hasil kerja atau aktivitas kerja

dari setiap kegiatan atau uraian jabatan yang ada pada bagian Kegiatan

Tugas Jabatan masing-masing satu atau lebih target ker ja.

Target kerja terdiri dart:

1) Target Angka Kredit

Bagian target angka kredit diisi dengan target angka kredit untuk

setiap keglatan unsur utama atau unsur penunjang bagi pejabat

fungsional tertentu yang apabila diakumulasikan menjadi target

angka kredit untuk satu tahun anggaran.



2) Target Kuantitas Output
Bagian target kuantitas output diisi dengan jumlah hasil kerja atau
aktivitas kerja dari setiap uraian pada baglan Kegiatan Tugas
Jabatan bagi seluruh jenis jabatan. Khusus bagi jabatan fungsional
tertentu, kuantitas output berbanding lurus dengan target angka

kredit pada bagian target angka kredit sebelumnya.
3) Target Kualitas Output

Bagian target kualitas output diisi dengan presentase hasil atau
pelaksanaan output kerja pada bagilan target kuantitas output bagi
seluruh jenis jabatan.

4) Target Waktu
Bagian target waktu diisi dengan waktu yang dibutuhkan untuk
mencapal hasil kerja atau pelaksanaan aktivitas keglatan bagi
seluruh jenis jabatan.

5) Target Biaya
Bagian target biaya diisi dengan biaya atau pendapatan yang
dianggarkan dalam DPA atau target pendapatan dalam APBD. Target
biaya hanya diisi bagl Pengguna Anggaran.

e. Bagian Penetapan Sasaran Kerja Pegawal
Pada baglan penctapan sasaran kerja pegawail diisi dengan tempat dan
tanggal penetapan SKP, dan tandatangan disertai nama dan NIP pegawali

yang dinilai dan pejabat penilai yaitu atasan langsung pegawai.

BAB III
PENJABARAN TARGET KINERJA

Target kinerja yang telah disusun dalam satu tahun, kemudian
diuraikan dalam target kinerja bulanan berdasarkan penjabaran pencapaian
target kuantitas output yang akan dicapai setiap bulan. Lebih lanjut

penjabaran pencapaian target kinerja bulanan disusun sebagai berikut:
1. Penjabaran target kinerja disusun dengan menggunakan format Sasaran

Kerja Pegawail, memperhatikan target kuantitas output SKP tahunan.
2. Apabila target kuantitas output dalam bentuk hasil kerja berupa dokumen,
naskah atau barang maka target kinerja bulanannya disusun dengan

membagi hasil kerja tersebut dengan target waktu yang direncanakan.



Contoh:

Seorang pegawail yang menduduki jabatan Kepala Bidang Pengembangan

Karir, dalam SKP Tahunannya, mencantumkan:

SKP TAHUN 2016

TARGET KINERJA
KEGIATAN TUGAS 1

NO [ ' '
JABATAN ANGKA KUANTITAS | KUALITAS
KREDIT | /OUTPUT | /MUTU | WREEESIE BLYA
| sty : !
1 Melaksanakan ! '
kcgiatan pemberian | 240 surat 100 12 | 12.000.000, |
Surat Ijin Belajar : I bulan -

maka penjabaran target kinerja bulanannya, disusun dalam 1 (satu) bulan

yaitu Bulan Januari 2016, sebagai berikut:

SKP BULAN JANUARI 2016

| TARGET KINERJA

KEGIATAN TUGAS

NO | e
JABATAN ANGKA KUANTITAS | KUALITAS
KREDIT | /OUTPUT | /MUty | WAKTU HSEeS, |
1 Mclaksanakan :
kegiatan pemberian 20 surat 100 1 bulan | 1.000.000,-

Surat I[jin Belajar | |

3. Apabila target kuantitas output dalam bentuk aktivitas kerja berupa
bimbingan teknis, lokakaryadan lainnya, maka target kinerja bulanan
disusun dengan menguraikan sub-sub aktifitas kerja tersebut dengan
target waktu yang direncanakan.

Contoh:
Seorang pegawal yang menduduki jabatan Kepala Bidang Pengembangan

Karir, dalam SKP Tahunannya, mencantumkan:

SKP TAHUN 2016

TARGET KINERJA
KEGIATAN TUGAS T

HE JABATAN ANGKA KUANTITAS | KUALITAS WAKTU BIAYA
KREDIT JOUTPUT /MUTU (Rp)
1 Kcegiatan  Fasilitasi 1 Laporan | 100 | 3 Bulan | 30.000.000,
Scleksi Calon Praja -

IPDN

maka penjabaran target kinerja bulanannya, disusun dalam 3 bulan yaitu

Bulan April, Mei, dan Juni 2016, sebagai berikut :



SKP BULAN APRIL 2016

TARGET KINERJA
KEGIATAN TUGAS |[—— : —

Ha JABATAN ANGKA KUANTITAS/ = KUALITA i BIAYA

KREDIT : OUTPUT S/MUTU I WAy | (Rp.)

1 Kcgiatan  Fasilitasi ' 2 naskah | 100 | 1 Bulan | 5.000.000,-
Scleksi Calon Praja pengumum
IPDN an -

Fasilitasi
Pengumuman |
SKP BULAN MEI 2016
[ TARGET KINERJA
NO KEGIATAN TUGAS | T 1 = T
JABATAN ANGKA KUANTITAS/ | KUALITA WAKTU [ BIAYA
KREDIT OUTPUT S/MUTU l (Rp)

1 Kegiatan Fasilitasi 4 laporan 100 1 Bulan | 15.000.000,
Scleksi Calon Praja -
IPDN |
Fasilitasi seleksi
administrasi,
psikotest, kesehatan .
dan kesamaptaan l .

SKP BULAN JUNI 2016
TARGET KINERJA
NO KEGIATAN TUGAS T T T
JABATAN ANGKA KUANTITAS/ | KUALITA WAKTU BIAYA
| KREDIT OUTPUT | S/MUTU (Rp.)

1 Kegiatan  Fasilitasi 1 laporan 100 1 Bulan | 10.000.000,
Scleksi Calon Praja | ! -
IPDN |

Fasilitasi seleksi test
potensi akademik

4. Penjabaran target kinerja tahunan disusun sebanyak 1 (satu) SKP, yaitu
pada Bulan Januari.

5 Penjabaran target kinerja bulanan disusun sebanyak 12 (dua belas) SKP,
yaitu SKP Bulan Januari sampai dengan SKP Bulan Desember.

6. SKP setiap Bulan berisi seluruh kegiatan tugas jabatan, baik yang
tercantum di Peraturan walikota tentang tugas pokok dan fungsi Organisasi
Perangkat Daerah maupun dalam DPA.

7. Satuan waktu pada target waktu SKP bulanan adalah hari, minggu atau
bulan.

8. Target kinerja pada SKP setiap bulan pada kegiatan Tugas Jabatan Pejabat

fungsional tertentu sesuai dengan penyusunan target kinerja SKP Tahunan.



BAB IV
PENETAPAN TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan capaian hasil Kerja atau aktivitas kerja dari
kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi jabatan pegawai,
mengacu pada indikator kinerja atasan langsung secara hierarki dalam
kerangka pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah. Untuk itu
penetapan target kinerja pegawai disepakati antara pegawai dengan atasan

langsung.

Atasan Langsung adalah pejabat struktural paling rendah eselon V atau
pejabat lain yang ditunjuk untuk menjadi Pejabat Penilai yang mempunyai hak
untuk menyepakati target kinerja dan melakukan penilaian atas pencapaian
target kinerja yang menjadi bawahannya.

1. Untuk pegawai yang menduduki jabatan fungsional umum/pelaksana/staf
maka pejabat penilai adalah pejabat struktural eselon IV /Pejabat Pengawas
atau eselon V pada UPT Sekolah, sesuai dengan keputusan penempatan
pegawal

2. Untuk pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu pada OPD
maka pejabat penilai adalah pejabat struktural eselon IlI/Pejabat
Administrator yang membidanginya.

3. Untuk pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu pada UPT
maka pejabat penilai adalah pejabat struktural eselon [V /Pejabat
Pengawas/Kepala UPT .

4. Untuk pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon IV dan Eselon V
pada UPT Sekolah, maka pejabat penilai adalah Kepala UPT Sekolah.

5. Untuk pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon IV.b/Pejabat
Pengawas pada UPT, maka pejabat penilai adalah Kepala UPT.

6. Untuk pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon IV /Pejabat
Pengawas, maka pejabat penilai adalah pejabat struktural eselon III.

7. Untuk pegawai yang menduduki jabatan eselon III, maka pejabat penilai
adalah pejabat struktural eselon II.b pada OPD.

8. Untuk pegawai yang menduduki jabatan eselon Il / Pejabat Administrator
sebagai Kepala Kantor/Camat/Direktur RSUD/Sekretaris KPU, maka
Pejabat Penilai adalah eselon II.b (Asisten).

9. Untuk pegawai yang menduduki jabatan eselon II.b, maka Pejabat Penilai

adalah Sekretaris Daerah.



10. Untuk Sekretaris Daerah, maka Pejabat Penilai adalah Walikota.

11L.Apabila dalam kondisi tertentu, jabatan Atasan Langsung belum terisi oleh
pejabat definitif, maka Pejabat Penilai adalah atasan dari Atasan Langsung
pada Organisasi Perangkat Daerah tersebut secara hierarki atau pejabat

lain yang ditunjuk oleh atasan dari Atasan Langsung.

Atasan Langsung bertanggung jawab sepenuhnya bersama pegawai yang
bersangkutan terhadap penentuan target kinerja dan pencapaian target

kinerja yang telah ditetapkan.

Target kinerja disusun oleh pegawai mengikuti kegiatan sesuai dengan
tugas pokok/fungsi jabatan dan target kinerja Atasan Langsung pada saat
penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Atasan Langsung menyepakati
target kinerja pegawai sesuai dengan pencapaian Indikator Kinerja Daerah dan

Indikator Kinerja Perangkat Daerah.

Target kinerja pegawai yang ditetapkan dibuat 3 (tiga) rangkap, rangkap
pertama untuk dijadikan kendali oleh pegawai yang bersangkutan, rangkap
kedua dijadikan kendali oleh Atasan Langsung, rangkap ketiga dijadikan

kendali oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

BABV
PERUBAHAN TARGET KINERJA

A. Perubahan Target Kinerja Tahunan
Target kinerja yang ditetapkan pada prinsipnya berlaku untuk satu tahun,
yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Target Kkinerja dapat
ditambah, dikurang atau dibuat kembali sesuai dengan keadaan tertentu.
Perubahan target kinerja dilakukan dalam keadaan tertentu apabila terjadi
hal-hal sebagai berikut :
1. Perubahan Jabatan
Pegawai yang ditempatkan pada jabatan baru akibat rotasi, promosi,
maupun demosi jabatan, maka target kinerja diubah sesuai dengan
jabatan baru dengan masa waktu target sisa dalam 1 (satu) tahun
dengan memperhatikan target kinerja pejabat sebelumnya. Target
kinerja jabatan sebelumnya dinilai sampai dengan akhir masa jabatan,

yang akan menjadi bahan penilaian target kinerja di akhir tahun.



2. Perubahan Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan
Tugas pokok dan fungsi jabatan yang mengalami perubahan akibat
penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah, maka target
kinerja diubah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan baru
dengan masa waktu target kinerja sisa dalam 1 (satu) tahun. Target
kinerja tugas pokok fungsi jabatan sebelumnya dinilai sampai dengan
akhir masa jabatan, yang akan menjadi bahan penilaian target kinerja di

akhir tahun.

3. Perubahan anggaran
Program/kegiatan/sub kegiatan yang mengalami penambahan atau
pengurangan anggaran akibal pergeseran atau perubahan APBD atau
perubahan target pendapatan pada Pajak Daerah/Retribusi Daerah,
maka target kinerja diubah sesuai dengan dampak dari perubahan

anggaran atau perubahan target pendapatan.

4. Pegawai melaksanakan cuti diluar tanggungan negara, cuti hamil, cuti
besar, dan cuti sakit.
Berkurangnya masa kerja aktif pegawai akibat pegawai melaksanakan
cuti di luar tanggungan negara, cuti, hamil, cuti besar atau cuti sakit,
maka target kinerja diubah menyesuaikan dengan sisa masa kerja 1

(satu) tahun dikurangi masa cuti yang dilaksanakan.

5. Force Majeur
Dalam hal terjadi bencana alam, perubahan sistem ketatanegaraan atau
kondisi Force majeur lain yang mempengaruhi pelaksanaan
program/kegiatan/sub kegiatan Pemerintah Daerah, maka target kinerja
diubah sesuai dengan dampak yang ditimbulkan oleh force majeur baik
kuantitas output, kualitas output, waktu maupun biaya yang ditargetkan

sebelumnya.

B. Perubahan Target Kinerja Bulanan
Target kinerja yang ditetapkan pada prinsipnya berlaku untuk 1 (satu)
bulan. Target kinerja dapat ditambah, dikurang atau dibuat kembali sesuai
dengan keadaan tertentu. Perubahan target kinerja dilakukan dalam

keadaan tertentu apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :



. Perubahan Jabatan

Pegawai yang ditempatkan pada jabatan baru akibat rotasi, promosi,
maupun demosi jabatan, maka target kinerja diubah sesuai dengan
jabatan baru dengan masa waktu target sisa dalam 1 (satu) bulan
dengan memperhatikan target kinerja pejabat sebelumnya. Target
kinerja jabatan sebelumnya dinilai sampai dengan akhir masa jabatan,

yang akan menjadi bahan penilaian target kinerja di akhir bulan.

. Perubahan Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Tugas pokok dan fungsi jabatan yang mengalami perubahan akibat
penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah, maka target
kinerja diubah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan baru
dengan masa waktu target kinerja sisa dalam 1 (satu) bulan. Target
kinerja tugas pokok fungsi jabatan sebelumnya dinilai sampai dengan
akhir masa jabatan, yang akan menjadi bahan penilaian target kinerja di

akhir bulan.

. Perubahan anggaran

Program/kegiatan/sub kegiatan yang mengalami penambahan atau
pengurangan anggaran akibat pergeseran atau perubahan APBD atau
perubahan target pendapatan pada Pajak Daerah/Retribusi Daerah,
maka target Kkinerja diubah sesuai dengan dampak dari perubahan

anggaran atau perubahan target pendapatan.

. Pegawai melaksanakan cuti diluar tanggungan negara, cuti hamil, cuti
besar, dan cuti sakit.

Berkurangnya masa kerja aktif pegawai akibat pegawai melaksanakan
cuti di luar tanggungan negara, cuti, hamil, cuti besar atau cuti sakit,
maka target kinerja diubah menyesuaikan dengan sisa masa kerja 1

(satu) bulan dikurangi masa cuti yang dilaksanakan.

. Force Majeur

Dalam hal terjadi bencana alam, perubahan sistem ketatanegaraan atau
kondisi Force majeur lain yang mempengaruhi pelaksanaan
program/kegiatan/sub kegiatan Pemerintah Daerah, maka target kinerja
diubah sesuai dengan dampak yang ditimbulkan oleh force majeur baik
kuantitas output, kualitas output, waktu maupun biaya yang ditargetkan

sebelumnya.



BAB VI
TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS

A. Tugas Tambahan

Evaluasi kinerja pegawai mecnilai hasil kerja atau aktivitas kerja yang
dilakukan pegawai atas dasar pemberian tugas oleh Atasan Langsung atau
pejabat lain yang berwenang dengan rekomendasi Atasan Langsung. Tugas
yang diberikan merupakan tugas yang termasuk dalam kegiatan tugas
jabatan pegawai tetapi tidak ada target kerja, dan/atau tidak termasuk
dalam kegiatan tugas jabatan pegawai tetapi dalam kerangka pencapaian
Indikator Kinerja Perangkat Daerah.

Suatu tugas dapat ditetapkan sebagai tugas tambahan, dengan ketentuan:

1. Mengerjakan tugas lain diluar tugas pokok dan fungsi.

2. Pemberian tugas diikuti dengan surat perintah, surat tugas atau surat
keputusan tentang penetapan tim/panitia/kelompok kerja kegiatan
atau bentuk lain;

3. Kedudukan pegawai dan kurun waktu pelaksanaan dalam tugas, jelas,
dan nyata,

4. Tugas dilakukan pada hari kerja dan atau di luar hari kerja; dan

5 Tugas dilakukan wuntuk kegiatan yang dibiayai APBD atau tidak
dibiayai APBD.

Tugas tambahan tidak dicantumkan dalam Kegiatan Tugas Jabatan
dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP), tetapi menjadi lampiran dalam
penilaian SKP.

Tugas tambahan tidak menggugurkan kewajiban pegawai untuk

mcncapai target kinerja dalam kegiatan tugas jabatan.

B. Kreativitas
Evaluasi kinerja pegawai menilai kreativitas pegawai dalam
mcnemukan peralatan, metode atau temuan lain yang bersifat baru atau
terbarukan yang bermanfaat nyata terhadap kinerja Pemerintah Daerah
dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas jabatan serta

diakui oleh Presiden, Walikota, atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah.



BAB VII
PERILAKU KERJA

Evaluasi kinerja untuk Pegawai Pemerintah Daerah juga diukur dari
kemampuan  kepribadian berupa perilaku kerja yang dilakukan dalam
melaksanakan tugas sebagal PNS. Pengukuran perilaku kerja pegawai
meliputi :

1. Orientasi Pelayanan
Orientasi pelayanan merupakan kemampuan PNS untuk mengetahui,
memahami, dan memenuhi kebutuhan yang dilayani dalam setiap aktivitas
keglatan.

Penilalan orientasl pelayanan diukur dengan :

a. Dapat memenuhi kebutuhan Penerima Layanan

b. Dapat menindaklanjuti permintaan, pertanyaan dan keluhan Penerima

Layanan

c. Dapat memberikan informasi terkini tentang segala sesuatu yang relevan

kepada Penerima Layanan

d. Dapat memberikan pelayanan yang ramah dan menyenangkan

e. Dapat mencari alternatif terbaik untuk kepuasan Penerima Layanan

2. Integritas

[ntegritas merupakan perilaku PNS yang mampu bertindak konsisten

sesuai dengan nilai, norma, dan etika dalam organisasi.

Penilaian integritas diukur dengan:

a. Tidak bersikap kompromi jika berhubungan dengan kode etik profest;

b. Mematuhi peraturan dan melakukan hal-hal yang diharapkan oleh
jabatannya;

c. Mampu menepati janji dan konsisten terhadap pekerjaan yang
dilakukan;

d. Berdedikasi tinggl terhadap pekerjaan;

e. Mampu menjaga kerahasiaan jabatan.

3. Komitmen
Komitmen merupakan perilaku PNS yang mampu dan memilikl motivasi
dalam menyelaraskan perilaku dirl untuk mewujudkan tujuan organisasi
dengan mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri

sendiri, seseorang, dan/atau golongan.



Penilaian komitmen diukur dengan :

a. dapal memahami pentingnya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawabnya;

b. dapat ikut serta dalam agenda daerah dan atau agenda nasional (hari
besar nasional, perayaan PHBN, HUT Kota, apel kesadaran nasional, dll);

c. dapat mengambil peran aktif ketika terjadi hambatan agar tujuan
organisasi tetap tercapai,

d. dapat menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi.

Disiplin

Disiplin merupakan perilaku PNS yang sanggup melaksanakan
kewajiban dan tidak melanggar larangan yang ditentukan dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang
apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
Penilaian disiplin diukur dengan :
a. Kehadiran apel,
b. Kehadiran pada jam kerja;

c. Kerapihan dan kelengkapan atribut pakaian dinas.

Ker jasama
Kerjasama merupakan perilaku PNS yang mampu dan memiliki motivasi
untuk bekerjasama dengan rekan sckerja, atasan, dan bawahan dalam unit
kerjanya serta instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan
tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai dayaguna dan
hasilguna yang sebesar-besarnya.
Penilaian kerjasama diukur dengan :
a. berperan aktif sebagaianggota Organisasi dalam melakukan tugas/
bagiannya untuk mendukung keputusan Organisasi;
b. dapat membanturekankerja / anggota tim yang membutuhkan;
dapat menjaga hubungan kerja yang baik;

d. dapat mendukung atau memfasilitasi pemecahan masalah.

Kepemimpinan
Kepemimpinan merupakan perilaku PNS yang mampu dan mau
memotivasi serta mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan

dengan bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi.



Penilaian kepemimpinan diukur dengan :

a. dapat memimpin rapat dengan baik (menyampaikan tujuan dan agenda,
mengendalikan waktu, memberi tugas, dll );

b. dapat mengarahkan bawahan untuk menyelesaikan pekerjaan;

c. dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan tim untuk bekerja
dengan baik;

d. dapat mengorganisir sumber daya yang tersedia untuk optimalisasi
pencapaian tujuan organisasi;

e. dapat memberikan contoh dengan melakukan perilaku yang diinginkan.

BAB VIII
PENILAIAN KINERJA

. Penilaian Pencapaian Target Kinerja

Pencapaian target kerja setiap pegawai dinilai setiap tahun sebagai PPK
dan setiap bulan sebagai dasar pemberian TTP yang merupakan bahan
evaluasi kinerja pegawai. Evaluasi kinerja selanjutnya menjadi acuan
dalam pemberian reward and punishment, pelaksanaan sistem promosi dan

sistem pendidikan, serta pelatihan pegawai.

Penilaian diukur dari pencapaian unsur-unsur target kinerja sebagai
berikut:
1. Penilaian Target Kinerja Kuantitas Output;
Penilaian Target Kinerja Kualitas Output;

Penilaian Target Kinerja Waktu; dan

Ll S A

Penilaian Target Kinerja Biaya.
Nilai capalan target kinerja dinyatakan dalam angka dan sebutan,

secbagai berikut:

a. 91- ke atas : Sangat Baik;
b. 76-90 : Baik;

g. §l-78 : Cukup;

d. 5l =68 : Kurang; dan
e. 50 - ke bawah : Buruk.

Bobot dari penilaian pencapaian target Kkinerja secara keseluruhan

adalah 60 % (enam puluh persen) dari penilaian kinerja pegawai.



B. Penilaian Tugas Tambahan dan Kreativitas
Penilaian tugas tambaha® diukur dari Jumlah tugas tambahan yang
dilakukan pada setiap bylal dan diakumulasikan dalam 1 (satu) tahun,
dengan penilaian sebagai berikut
1. Tugas tambahan yang dilakukan dalam satu bulan sebanyak 1 (satu)
atay lebijh kegiatan, maka nilainya adalah 1 (satu);
2. Tugas tambahal yang dilakUkan dalam satu tahun sebanyak 1 (satu)
sampal dengan 3 (tiga) kegiatan, maka nilainya adalah 1 (satu);
3. Tugas tambahal yang dilakukan dalam satu tahun sebanyak 4 (empat)
sampal dengan 6 (énam) kegiatan, maka nilainya adalah 2 (dua); dan
4. Tugas tambahal yang dilakukan dalam satu tahun sebanyak lebih dari

7 (tujuh) kegiatan, maka nilainya adalah 3 (tiga).

Penilaian terhadap 1 (satY) kegiatan tugas tambahan ditetapkan
terhitung mulaj tanggal keputusan penetapan panitia/tim/kelompok kerja
atau bentuk lain saMpai dengan masa kelja dari panitia/tim/kelompok
kerja atau bentuk lain berakhir.

Masa kerja pegawai dalam panitia/tim/kelompok kerja atau bentuk lain
maksimal 1 (satu) tahun, dan apabila masih diperlukan dibuat keputusan
baru.

Penilaian Kreativitas diVkur dari kemanfaatan hasil kreativitas pegawai
terhadap Organisasi Perangkat Daerah, Provinsi maupun negara, dinilai
paliﬂg lama 1 (satu) tahun. Penilaian kreativitas terhitung mulai tanggal
pengakuan kemanfaatan hasil kreativitas oleh Kepala Organisasi Perangkat
Dacrah/Walikota /Presiden.

Pengukuran dinilai sebagai berikut :
1. Kemanfaatan hasil Kreatlvitas dirasakan oleh Organisasi Perangkat

Daerah, maka nilainya adalah 3;

2. Kemanfaatan hasil Kreativitas dirasakan oleh Pemerintah Daerah
dan/atau masyarakat Kota Tangerang, Maka nilainya adalah 6; dan
3. Kemanfaatan hasil kreativitas dirasakan oleh Negara dan/atau

masyarakat Indonesia, maka nilainya adalah 12,

Penilaian  tugas tambahan dan kreativitas merupakan bagian dari
penilaian Sasaran Kerja Pegawai yang tercantum dalam format SKP yang
tidak terpisahkan. Penilaian tugas tambahan dan kreativitas dijumlahkan
dengan pehilaian pencapaian target kinerja setelah jumlah hasil rata-rata
pencapaian target kinerja dikalikan dengan bobot 60 % (enam puluh

persen).



C. Penilaian Perilaku Kerja

Penilaian perilaku kinerja pegawai diukur dari masing-masing aspek

perilaku kinerja dalam setiap bulan dan diakumulasikan dalam 1 (satu)

tahun, dengan penilaian sebagai berikut:

i

Orientasi pelayanan

Penilaian orientasi pelayanan diukur dengan :

a. dapat memenuhi kebutuhan Penerima Layanan;

b. dapat menindaklanjuti permintaan, pertanyaan dan keluhan
Penerima Layanan;

c. dapat memberikan informasi terkini tentang segala sesuatu yang
relevan kepada Penerima Layanan;

d. dapat memberikan pelayanan yang ramah dan menyenangkan;

e. dapat mencari alternatif terbaik untuk kepuasan Penerima Layanan.

Integritas

Penilaian integritas diukur dengan:

a. Tidak bersikap kompromi jika berhubungan dengan kode etik profesi;

b. Mematuhi peraturan dan melakukan hal-hal yang diharapkan oleh
jabatannya;

¢. Mampu menepati janji dan konsisten terhadap pekerjaan yang
dilakukan;

d. Berdedikasi tinggi terhadap peckerjaan;

e. Mampu menjaga kerahasiaan jabatan.

Komitmen

Penilaian komitmen diukur dengan :

a.

dapat memahami pentingnya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawabnya;

. dapat ikut serta dalam agenda daerah dan atau agenda nasional (hari

besar nasional, perayaan PHBN, HUT Kota, apel kesadaran nasional,
dll);
dapat mengambil peran aktif ketika terjadi hambatan agar tujuan

organisasi tetap tercapai,

. dapat menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan

pribadi.

Disiplin

Penilaian disiplin diukur dengan :

a.

Kehadiran apel.



b. Kehadiran pada jam kerja.

c. Kerapthan dan kelengkapan atribut pakaian dinas.

5. Kerjasama
Penilaian kerjasama diukur dengan :
a. Berperan aktif sebagai anggota Organisasi dalam melakukan
tugas/bagiannya untuk mendukung keputusan Organisasi,
b. Dapat membantu rekan kerja / anggota tim yang membutuhkan;
c. Dapat menjaga hubungan kerja yang baik;

d. Dapat mendukung atau memfasilitasi pemecahan masalah.

6. Kepemimpinan

Penilaian kepemimpinan diukur dengan:

a. Dapat memimpin rapat dengan baik (menyampaikan tujuan dan
agenda, mengendalikan waktu, memberi tugas, dll).

b. Dapat mengarahkan bawahan menyelesaikan pekerjaan.

c. Dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan tim untuk bekerja
dengan baik.

d. Dapat mengorganisir sumber daya yang tersedia untuk optimalisasi
pencapaian tujuan organisasi.

e. Dapat memberikan contoh dengan melakukan perilaku yang

diinginkan.

D. Penilaian Prestasi Kerja

Penilaian prestasi kerja adalah penilaian pencapaian target kinerja,
tugas tambahan, kreativitas dan perilaku kerja pegawail. Penilaian
dilakukan sesuai dengan unsur-unsur penilaian kinerja dengan bobot
untuk pencapaian target kerja 60% (enam puluh persen) dan perilaku kerja
40% (empat puluh persen). Penilaian tugas tambahan dan kreativitas
merupakan bagian dari penilaian pencapaian target kerja yang diukur
sctelah penilaian dan pembobotan dari target kinerja kemudian
ditambahkan nilai tugas tambahan dan kreativitas sesuai dengan penilaian
tersendiri.

Nilai capalan prestasi kerja dinyatakan dalam angka dan sebutan,

sebagai berikut:

a. 91- ke atas : Sangat Baik;
b. 76 - 90 : Baik;

g. .61=78 : Cukup;

d. 51 - 60 : Kurang; dan
e. 50 — ke bawah : Buruk.



E. Waktu Penilaian
Penilaian prestasi kerja pecgawal dilakukan setiap bulan, dengan
tahapan penilaian sebagai berikut:

1. Pegawai menyampaikan realisasi pencapaian target kerja pegawai pada
sasaran kerja pegawal, tugas tambahan, dan kreativitas serta perilaku
kerja setiap akhir bulan berjalan.

2. Atasan Langsung melakukan penilaian terhadap usulan realisasi
prestasi kerja pegawai setiap akhir bulan berjalan.

Atasan Langsung menerima atau menolak laporan realisasi prestasi
kerja yang disampaikan pegawai, dengan memperhatikan kebenaran

laporan dan informasi lain yang relevan.

F. Hasil Penilaian Kinerja
Hasil penilaian prestasi kerja pegawai, merupakan akumulasi penilaian
Sasaran Kerja Pegawal, tugas tambahan, kreativitas, dan perilaku kerja
dari setiap pegawai setiap bulan oleh atasan langsung, sesuai dengan

jabatan dan target kerja yang ditetapkan pada awal tahun anggaran.

Hasil penilaian prestasi kerja pegawai digunakan untuk menentukan
besaran tambahan penghasilan pegawai yang diberikan kepada pegawai
setiap bulannya. Pencapaian prestasi kerja pegawai dikalikan langsung
dengan nilai jabatan dan/atau instrumen lain kemudian dikalikan dengan

indeks uang sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah.

BAB IX
TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN (TTP)

A. PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Tunjangan tambahan Penghasilan adalah tunjangan yang diberikan
setiap bulan oleh Pemerintah Dacrah kepada PNS di lingkungan
Pemerintah Daerah. TTP terdiri dari tunjangan beban kerja dan tunjangan
prestasi kerja. Tunjangan Beban Kerja diberikan kepada pegawai
berdasarkan jabatan dan golongan kepangkatan Dan tunjangan prestasi
kerja diberikan sesuai dengan capaian kinerja. Pencapaian kinerja pegawai
mengacu pada hasil penilaian prestas: kerja pegawai yang terdiri dari
Sasaran Kerja Pegawai, Tugas Tambahan, Kreativitas, dan Perilaku Kerja.
1. Tunjangan Tambahan penghasilan diberikan kepada:
a. PNS yang memiliki jabatan tertentu di lingkungan Pemerintah Kota

Tangerang yang ditugaskan pada Organisasi Perangkat Daerah;



b. PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang yang ditugaskan

pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah, Sekretariat Badan
Pengawas Pemilu dan Sekretariat KORPRI ;

Calon PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, dengan
ketentuan tunjangan beban kerja dan tunjangan prestasi kerja
diberikan sebesar 80 % dari nilai standar yang ditentukan;

PNS yang mutasi masuk ke Pemerintah Kota Tangerang, diberikan
tunjangan tambahan penghasilan terhitung setelah 1 (satu) tahun

scjak ditetapkannya Surat PerNyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).

2. Pegawai yallg hallya dibefikan Tunjangan Beban Ker ja:

e

b.

Pegawaj yang sedang melaksanakan cuti besar dan cuti bersalin;

B egawal yang sedang melaksanakan Tugas belajar.

3. PNS di lingkungan Pemeriftah Daerah yang tidak mendapatkan

Tambahan Penghasilan, meliputi:

a.
b.
C
d.
e

. GUru/Kepala Sckolah;

f.

Pegawal yang sedang melaksanakan Cuti di Luar Tanggungan
Negara;

Pegawai yalg diberhentikan Untuk sementara atau di non aktifkan;
Pegawai titipan,

Pegawal yang cuti persalinan ke 3 (tiga) dan seterusnya;

Pegawai yang sedalNg menjalani Masa Persiapan Pensiun.

4. Pegawai yahg tefkena Hukuman Disiplin:

d.

Hukuman Disiplin Sedang, tidak menerima TuRjangan Beban Kerja
sclama 1 (satu) tahun;
Hukuman Disiplin Berat, tidak menerima TUnjanga® Bebal Kerja

selama 2 (satu) tahun.

B. BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

= == | TUNJANGAN li TUNJANGAN
HIEAL o BEBAN KERJA | PRESTASIKERJA
85 - 100 “ 100 % 100 %
76-84 d 100 % | 80 %
e0-75 | 100 % | 60 %
51 %9 | 100 % | 40%

< 50 0 % 0 %




Pemberian Tunjangan Bebay,

NO JENIS PELANGGARAN SATUAN PEJ)EI{I\(;[I]\EéiN | SRR A
! - o = TBK
1 | Tidak Apel Pagi | Per Hari 2 % | >15 hari kerja mengacu |
tecrhadap peraturan
2 Tidak Mematuhi Jam | Per Hari | 2% Jang betlaley
' Kerja
3 | Tidak Masuk Kerja | Per Hari | 5 % |
Tanpa Keterangan
4 Tidak Hadir dalam Per 3% | Disesuaikan dengan
Agenda Kegiatan Undangan /Perintah / Tu
Kota/PHBN /PHBI gas

Kerja mengikuti ketentuan sebagai berikut:

*) Apabila dalam 1 (satil) hari pegawéi melakukan lebih dari 1 jenis
pelanggaran, maka dikenakan jumlah potongan dengan persentase paling

tinggi.

*) Maksimal jumlah potongan per hari adalah 5 %

Tunjangan Beban Kerja yang akan diterima oleh pegawai adalah persentase
jumlah Tunjangan Beban Kerja pada bulan berjalan dikurangi besaran

potongan yang dikenakan.

Contoh:

1. Pegawar atas nama A dengan jabatan Kepala Bidang memperoleh nilai

Prestas: Kerja sebesar 85, maka Tunjangan Beban Kerja untuk pegawai
tersebut adalah sebesar 100% dengan jumlah nominal scbesar
Rp.10.000.000,-. Apabila pegawar A tidak mengikuti apel pagi sebanyak
2 hari maka yang bersangkutan memperoleh TBK dikurangi jumlah
potongan apel, dengan perhitungan sebagai berikut :

TBK 100% = 10.000.000,-

Potongan apel selama 2 hari = 2 x 3 % = 6%

Jumlah potongan = 6% x Rp.10.000.000,-= Rp. 600.000, -

Total TBK yang diterima = Rp.10.000.000 - Rp. 600.000 = Rp.
9.400.000,-

. Pegawai atas nama B dengan jabatan Fungsional Umum Golongan III
memperoleh nilai Prestasi Kerja sebesar 84, maka Tunjangan Beban
Kerja untuk pegawai tersebut adalah sebesar 100% dengan jumlah
nominal sebesar Rp.8.000.000,-. Apabila pegawai B tidak mengikuti apel
pagi sebanyak 2 hari (tanggal 2 dan tanggal 14) dan tidak menghadiri
agelda kota sebanyak 2 Kegiatan (tanggal 14 dan tanggal 23), maka
yang bersangkutan memperoleh TBK dikurangi jumlah potongan apel
ditambah potongan tidak mengikuti dalam agenda kota, dengan
perhitungan sebagai berikut :

TBK 100% = Rp.8.000.000,-

e Potongan apel tanggal 2 = 1 x 3%= 3%

e Potongan apel dan potongan tidak mengikuti agenda kota pada
tanggal 14 = 1 x 4%= 4% (persentase pelanggaran diambil dari nilai
potongan terbesar per hari)

e Potongan tidak mengikuti agenda kota pada tanggal 23= 1 x 4%= 4%

e Jumlah potongan = (3% x Rp.8.000.000,-)+(4%xRp.8.000.000,-) + (4%
x Rp.8.000.000,-)= Rp. 240.000 + Rp. 320.000+ Rp. 320.000 =
Rp.880.000,-

e Total TBK yang diterima = Rp.8.000.000 - Rp. 880.000 = Rp.
7120080,



BABX
PENUTUP

Peningkatan daya guna dan hasil guna penilaian prestasi kerja perlu
dilaksanakan dengan pendekatan partisipasi, dalam arti PNS yang dinilai
terlibat langsung secara aktif dalam proses penetapan sasaran kerja yang akan

dicapai dan proses penilaian.

Hasil rekomendasi penilaian prestasi  kerja  digunakan untuk
pceningkatan  kinerja Organisasi Perangkat Daerah melalui peningkatan
prestasi kerja, pengembangan potensi, dan karier PNS yang bersangkutan,

scrta pengembangan manajemen, organisasi, dan lingkungan kerja.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pedoman Penilaian Prestasi Kerja dan
pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawail merupakan acuan bagi
PNS dalam pengelolaan kinerja dan manajcmen sumber daya manusia untuk

mewujudkan visi Pemerintah Daerah.

WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH



LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR

52 TAauN Joic

TANGGAL: lg OES’EMka‘ 1019
TENTANG : PEDOMAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI DAN PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG.

TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG.

LAMPIRAN IV /1 :6

JUMLAH TTP UNTUK JFT
DI UPT/PUSKESMAS/RSUD

JUMLAH TTP UNTUK JFT/PROFESI

DI DINAS KESEHATAN

NO. NAMA JABATAN FUNGSIONAL JABATAN GOL/RUANG
TUNJANGAN TUNJANGAN TOTAL TUNJANGAN BEBAN TUNJANGAN TOTAL
BEBAN KERJA PRESTASIKERJA KERJA PRESTASI KERJA
(1 (2) 3) 4) (5) (6) (7) = (5) + (6) 8 ) (10)=(8) + (9)
1 |DOKTER 1) UTAMA Vie 7.000.000 5.500.000 12.500.000 7.000.000 4.400.000 11.400.000
vid 7.000.000 5.500.000 12.500.000 7.000.000 4.400.000 11.400.000
2) MADYA Vic 6.000.000 4.500.000 10.500.000 6.000.000 4.400.000 10.400.000
IVib 6.000.000 4.500.000 10.500.000 6.000.000 4.200.000 10.200.000
V/a 6.000.000 4.500.000 10.500.000 6.000.000 ~ 4200000 10.200.000
3) MUDA in/d 5.000.000 4.000.000 9.000.000 5.000.000 4.000.000 9.000.000
e 5.000.000 4.000.000 9.000.000 5.000.000 4.000.000 9.000.000
4) PERTAMA 1ll/b 4.500.000 3.500.000 8.000.000 4.500.000 3.800.000 8.300.000
lIfa 4.500.000 3.500.000 8.000.000 4.500.000 3.800.000 8.300.000
2 |DOKTER GIGI 1) UTAMA Vie 7.000.000 5.500.000 12.500.000 7.000.000 4.400.000 11.400.000
IvV/d 7.000.000 5.500.000 12.500.000 7.000.000 4.400.000 11 400.000
2) MADYA Wic 6.000.000 4.500.000 10.500.000 6.000.000 4 400 000 10 400 000
IVib 6.000.000 4.500.000 10.500.000 6.000.000 4 200 000 10 200 000
Via 6.000.000 4.500.000 10.500.000 6.000.000 4.200.000 10.200.000
3) MUDA ii/d 5.000.000 4.000.000 9.000.000 5.000.000 4.000.000 9.000.000
e 5.000.000 4.000.000 9.000.000 5.000.000 4.000.000 9.000.000
4) PERTAMA 1l7b 4.500.000 3.500.000 8.000.000 4.500.000 3.800.000 8.300.000
ll/a 4.500.000 3.500.000 8.000.000 4.500.000 3.800.000 8.300.000
3 |PERAWAT PERAWAT AHLI

1) MADYA Vic 5.500.000 4.200.000 9.700.000 5.500.000 4.400.000 9.900.000
V/b 5.500.000 4.200.000 9.700.000 5.500.000 4.200.000 9.700.000
IV/a 5.500.000 4.200.000 9.700.000 5.500.000 4.200.000 9.700.000
2) MUDA lii7d 4.500.000 3.600.000 8.100.000 4.500.000 4.000.000 8.500.000
li7c 4.500.000 3.600.000 8.100.000 4.500.000 4.000.000 8.500.000
3) PERTAMA /b 4.000.000 3.000.000 7.000.000 4.000.000 3.800.000 7.800.000
ll/a 4.000.000 3.000.000 7.000.000 4.000.000 3.800.000 7.800.000

PERAWAT TERAMPIL
1) PENYELIA li7d 4.500.000 2.700.000 7.200.000 4.500.000 4.000.000 8.500.000
li/'e 4.500.000 2.700.000 7.200.000 4.500.000 4.000.000 8.500.000
2) PELAKSANA LANJUTAN /b 4.000.000 2.400.000 6.400.000 4.000.000 3.800.000 7.800.000
I ill/a 4 000.000 2.400 000 6.400.000 4.000.000 3.800.000 7 800.000
3) PELAKSANA l/d 3.500.000 2.100.000 5.600.000 3.500.000 2.775.000 6.275.000
I liic 3.500.000 2.100 000 5 600.000 3.500 000 2 775 000 6275 000
4) PELAKSANA PEMULA /b 3.000.000 1.800.000 4.800.000 3.000.000 2.775.000 5.775.000
o I I I/a 3.000.000 1.800.000 4.800.000 3.000.000 2.775 000 5775.000




LAMPIRAN IV /2 -6

JUMLAH TTP UNTUK JFT /RSUD JUMLAH TTP UNTUK JFT/PROFESI
Dl UPT/PUSKESMAS DI DINAS KESEHATAN
NO. NAMA JABATAN FUNGSIONAL JABATAN GOL/RUANG
TUNJANGAN TUNJANGAN i TUNJANGAN BEBAN TUNJANGAN -
BEBAN KERJA | PRESTASIKERJA KERJA PRESTASIKERJA
) (2) (3) = (4) (5) (6) (7) = (5) + (6) (8) (9) (10) =(8) + (9)
4 |APOTEKER 1) UTAMA Ve 6.500 000 4.500.000 11.000.000 6.500.000 4.400.000 10 900 000
v/d 6.500.000 4500.000 11.000.000 6.500 000 4.400.000 10900 000
2) MADYA Ve 5.500.000 4.000.000 9.500.000 5500000 4.400.000 9.900.000
V/b 5.500.000 4.000.000 9.500.000 5.500.000 4.200.000 9.700.000
IV/a 5.500.000 4.000.000 9.500.000 5.500.000 4.200.000 9.700.000
3) MUDA Hird 4500.000 3.500.000 8.000.000 4.500.000 4.000.000 8.500.000
/e 4.500.000 3.500.000 8.000.000 4.500.000 4.000.000 ~8.500.000
4) PERTAMA I1i/b 4.000 000 3.000.000 7.000.000 4.000.000 3.800.000 7.800.000
ifa 4.000.000 3.000.000 7.000.000 4.000.000 3.800.000 7.800.000
S |ASISTEN APOTEKER 1) PENYELIA lit/d 4.500.000 3.500.000 8.000.000 4500000 4.000.000 8.500.000
e 4.500.000 3.500.000 8.000.000 4.500.000 4.000.000 8.500.000
2) PELAKSANA LANJUTAN /b 4.000.000 3.000.000 7.000.000 4.000.000 3.800.000 7.800.000
| fa 4 000 000 3.000.000 7.000.000 4.000.000 3.800.000 7.800.000
| 3) PELAKSANA Il/d 3 500 000 2.500.000 6.000.000 3.500.000 2775 000 6.275.000
| fiic I 3.500.000 2.500.000 6.000.000 3.500.000 2.775.000 | 6.275.000
| 4) PELAKSANA PEMULA /b | 3 000 000 2.000.000 5000.000 3.000.000 2.775.000 | 5.775.000
= I/a ] 13000.000 2.000.000 5.000.000 3.000.000 | 2.775 000 5.775.000
1
6 |SANITARIAN SANITARIAN AHLI | |
1) MADYA WVic 5.500 000 3.500.000 9.000.000 5.500.000 { 4 400 000 9.900.000
Vib 5500000 3.500.000 9.000.000 5.500.000 4.200 000 9.700.000
V/a 5500.000 3.500.000 9.000.000 5.500.000 4.200 000 9.700.000_
2) MUDA n/d 4 500 000 3.000.000 7.500.000 4.500.000 4.000.000 8.500.000
e 45 00000 3.000.000 7.500.000 4.500000 4.000 000 8.500.000
3) PERTAMA IIi/b 4000000 2.500.000 6.500.000 4.000000 | 3.800.000 7.800.000
Iifa 4.000.000 2.500.000 6.500.000 4.000.000 3.800.000 7.800.000
SANITARIAN TERAMPIL
1) PENYELIA i/d 4.500.000 2.250.000 6.750.000 4500.000 4.000.000 8.500.000
Ii/c 4500.000 2.250.000 6750.000 4.500.000 4.000.000 8.500000
2) PELAKSANA LANJUTAN /b 4.000.000 2.000.000 6.000.000 4.000.000 3.800.000 7.800.000
fWa 4.000.000 2.000.000 6.000.000 4.000.000 3.800.000 7.800.000
3) PELAKSANA Id 3.500.000 1.750.000 5.250.000 3.500.000 2.775.000 6.275.000
e 3.500.000 1.750.000 5.250.000 3.500.000 2.775.000 6.2175.000
4) PELAKSANA PEMULA ) 3.000.000 1500.000 4.500.000 3.000.000 2.775.000 5.775.000
IWa 3.000.000 1.500.000 4.500.000 3.000.000 2.775.000 5.775.000
7 |ADMINISTRATOR KESEHATAN 1) MADYA v/c 5.750.000 2 750.000 8.500.000 5.750 000 4.400 000 10.150.000
| 7z 5 750 000 2 750 000 8 500 000 5 750000 4 200 000 9 950 000
| Via ; 5 750 000 2.750.000 8 500 000 | 5.750.000 4200 000 | 9.950.000
| 2) MUDA id | 4.750 000 2.500.000 7.250.000 | 4.750.000 4000000 8.750.000
Hic 4750 000 2 500 000 7 250 000 4.750 000 4 000 000 8 750 000 |
| 3) PERTAMA /b I 4 250.000 2.250.000 6 500.000 | 4.250.000 3.800.000 | 8.050.000
b 1 B IWa 4250000 | 2.250.000 6.500.000 | 4.250.000 | 3800 000| 8.050 000 |



LAMPIRAN IV /3-6

JUMLAH TTP UNTUK JFT /RSUD JUMLAH TTP UNTUK JFT/PROFESI
D! UPT/PUSKESMAS DI DINAS KESEHATAN
NO. | NAMA JABATAN FUNGSIONAL JABATAN GOL/RUANG
TUNJANGAN TUNJANGAN — TUNJANGAN BEBAN TUNJANGAN ——
BEBAN KERJA | PRESTAS! KERJA KERJA PRESTASIKERJA
M 4] 3 ) () (6) (7) = (5) + (6) ® @ (10) = (8) + (9)
8 |PERAWAT GIGI 1) PENYELIA id 4.500.000 2.500.000 7.000.000 4.500.000 4.000.000 8.500.000
e 4.500.000 2.500.000 7.000.000 4.500.000 4.000.000 8.500.000
2) PELAKSANA LANJUTAN o 4.000.000 2250 000 | 6 250.000 4.000.000 3.800.000 7.800.000
Ih/a 4.000.000 2.250.000 6250000 4000000 | 3800000 7.800.000
| 3) PELAKSANA td 3.500.000 2.000.000 5.500.000 3.500.000 2.775.000 6.275.000
: /e 3.500.000 2.000.000 5.500.000 3.500.000 2.775.000 6.275.000
4) PELAKSANA PEMULA Wb 3.000.000 1.750.000 4.750.000 3.000.000 2.775.000 5.775.000
| Wa 3.000.000 1750.000 4.750.000 3.000.000 2.775.000 5.775.000
9 |INUTRISIONIS NUTRISIONIS AHL!
1) MADYA wic 5.500.000 3500.000 9.000.000 5500.000 4.400.000 9.500.000
Wib 5.500.000 3500.000 9.000.000 5500.000 4.200.000 9.700.000
IV/a 5500.000 3.500.000 9.000 000 5.500.000 4.200 000 9.700.000
| 2) MUDA d 4.500.000 3.000.000 7.500.000 4.500.000 4.000.000 8.500.000
i 4.500.000 3.000.000 7.500.000 4.500.000 4.000.000 8.500.000
| 3) PERTAMA /b 4.000.000 2.500.000 6.500.000 4.000.000 3.800.000 7.800.000
; Iha ~ 4.000.000 2500000 6.500 000 4.000.000 | 3800000 7 800 000
, |
[NUTRISIONIS TERAMPIL | |
| 1) PENYELIA i/d 4.500.000 2.250 000 | 6 750 000 4.500.000 4.000.000 8.500.000
! [ Hic 4.500.000 2.250 000 6750.000 4.500.000 4.000.000 8.500.000
| [ 2) PELAKSANA LANJUTAN o 4000 000 2000 000 6 000 000 4 000 000 3.800.000 7.800 000
mwa | 4.000.000 2.000.000 6.000.000 4.000.000 3.800.000 7.800.000
3) PELAKSANA Wwd 3.500.000 1.750.000 5.250.000 3.500.000 2.775.000 6.275.000
e e, - e 3.500.000 1.750.000 ~5.250.000 3.500.000 2.775.000 6.275.000
10 |BIDAN BIDAN AHLI
1) MADYA Nic 5500000 3.500.000 9.000.000 5.500.000 4.400.000 9.900.000
Vb 5.500.000 3.500.000 9.000.000 5.500.000 4.200.000 9.700.000
Via 5.500.000 3.500.000 9.000.000 5.500.000 4.200.000 9.700.000
2) MUDA mid 4.500.000 3.000.000 7.500.000 4.500.000 4.000.000 8.500.000
e 4500.000 3.000.000 7.500.000 4.500.000 4.000.000 8.500.000
3) PERTAMA /b 4.000.000 2700000 6.700.000 4.000.000 3.800.000 7.800.000
li/a 4.000.000 2.700.000 6.700.000 4.000.000 3.800.000 7 80000 0
BIDAN TERAMPIL
1) PENYELIA Iti/d 4.500.000 2700000 7.200.000 4500.000 4000000 8.500.000
iic 4.500.000 2.700.000 7.200.000 4.500.000 14.000000 8.500.000
2) PELAKSANA LANJUTAN b 4.000.000 2.400.000 6.400.000 4.000.000 3.800.000 7.800.000
lWfa 4.000.000 2.400.000 6.400.000 4.000.000 3.800.000 7.800.000 |
| 3) PELAKSANA _ d 3 500 000 2 100 000 5 600 000 3500000 | 2.775.000 6.275.000
| { | /e : 3500 000 | ~ 2100000f 5600 000 | 3500000 | 2.775000| 6.275 000 |




LAMPIRAN IV /4-6

JUMLAH TTP UNTUK JFT /RSUD JUMLAH TTP UNTUK JFT/PROFESI
! DI UPT/PUSKESMAS DI DINAS KESEHATAN
NO. NAMA JABATAN FUNGSIONAL JABATAN GOL/RUANG
TUNJANGAN TUNJANGAN TOTAL TUNJANGAN BEBAN TUNJANGAN TOTAL
BEBAN KERJA | PRESTASIKERJA KERJA PRESTASIKERJA
) (2 () (4 (5) (6) () =(5) + (8) (8) (9) (10) = (8)+ (9)
11 |PRANATA LAB KES PRANATA LAB KES AHLI
1) MADYA IVic 6.500.000 3.500.000 10.000.000 6.500.000 4.400.000 10 900.000
Vib 6.500.000 3.500.000 10.000.000 6.500.000 4.200.000 10.700.000
IVia 6.500.000 3.500.000 10.000.000 6.500.000 4.200.000 10.700.000
2) MUDA I/d 5.500.000 3.000.000 8.500.000 5500.000 4.000.000 9500.000
e 5.500.000 3.000.000 8.500.000 5.500.000 4.000.000 9.500.000
| 3) PERTAMA /b 4.500.000 2.500.000 7.000.000 4500.000 3.800.000 8.300.000
Ili/a 4.500.000 2.500.000 7.000.000 4500000 3.800.000 8.300 000
| PRANATA LAB KES TERAMPIL
1) PENYELIA i/d 4.250.000 2.250.000 6.500.000 4.250.000 4.000.000 8.250.000
177 4.250.000 2.250.000 6.500.000 4.250.000 4.000000 | 8.250.000
2) PELAKSANA LANJUTAN /b 3.750.000 2.000.000 5.750.000 3.750.000 3.800.000 7.550.000
a 3.750.000 2 000.000 5.750.000 3.750.000 3.800.000 7.550.000
3) PELAKSANA lisd 3.250.000 1.750.000 5.000.000 3 250 000 2 775.000 6.025.000
| e 3250 000 | 1 750.000 5000 000 3.250 000 | 2775 000 6 025 000
| 4) PELAKSANA PEMULA /b 3.000 000 | 1.500000| 4500.000 3000 000 | 2.775 000 5775.000 |
| — Iifa 3000.000 | 1500.000| 4.500.000 3.000.000 | _2775..000 5775000 |
| 12 |RADIOGRAFER 1) PENYELIA lid 4 500 000 | 2.500 oool 7.000.000 4.500.000 I 4.000 000 8500.000
1, | e 4500 000 | 2.500 000 7 000 000 4500 000 | 4.000.000 8.500.000
! 2) PELAKSANA LANJUTAN /b 4000 000 | 2000 000 6 000 000 4000 000 | 3.800 000 7 800.000
| IVa 4.000.000 | 2.000.000 6.000.000 4.000 000 3.800.000 7.800.000
3) PELAKSANA Ii/d 3.500.000 | 1.500.000 5.000 000 3 500.000 2.775.000 6.275.000
- = e 3.500.000 | 1500.000 5.000.000 3.500.000 2.775.000 6.275.000
13 |PEREKAM MEDIS 1) PENYELIA n/d 4.250.000 2.500.000 6.750.000 4.250.000 4.000.000 8.250.000
([ 4.250.000 2.500.000 6.750.000 4.250.000 4.000.000 8.250.000
2) PELAKSANA LANJUTAN /b 3.750.000 2.000.000 5.750.000 3 750.000 3 800.000 7.550.000
li/a 3.750.000 2.000.000 5750.000 3.750.000 3.800.000 7.550.000
3) PELAKSANA /d 3.250.000 1500.000 4.750.000 3.250.000 2.775.000 6 025000
Ilfc 3.250.000 1.500.000 4.750.000 3.250.000 2775.000 6.025.000
14 | TEKNISI ELEKTROMEDIS 1) PENYELIA i/d 4.500.000 2.500.000 7.000.000 4 500.000 4.000.000 8.500.000
/e 4500 000 2 500,000 7.000.000 4.500.000 4.000.000 6.500.000
2) PELAKSANA LANJUTAN lii/b 4.000.000 2000000 6.000.000 4.000 000 3.800.000 7.800.000
Wifa 4.000.000 2.000.000 6.000.000 4.000 000 3.800.000 7.800.000
3) PELAKSANA ird 3.500.000 1500.000 5.000.000 3.500.000 2.775.000 6.275.000
iic 3.500.000 1.500.000 5.000.000 3.500.000 2.775.000 6.275.000




LAMPIRAN IV /5-6

JUMLAH TTP UNTUK JFT /RSUD

DI UPT/PUSKESMAS

JUMLAH TTP UNTUK JFT/PROFESI

DI DINAS KESEHATAN

NO. | NAMA JABATAN FUNGSIONAL JABATAN GOL/RUANG |
TUNJANGAN TUNJANGAN | TOTAL TUNJANGAN BEBAN TUNJANGAN TOTAL
BEBAN KERJA PRESTASIKERJA KERJA PRESTASI KERJA
) (2) 1 3 (4 (5) (6) (7) = (5) + (6) (8) @ (10) =(8) + (9)
15 |FISIOTERAPIS FISIOTERAPIS AHL!
1) MADYA Vic 5 500 000 3 500 000 9.000 000 5.500.000 4.400.000 $9.900.000
V/b 5500.000 3.500.000 9.000.000 5.500.000 4.200.000 9.700.000
V/a 5500000 3.500.000 9 000.000 5.500.000 4.200.000 9.700.000
2) MUDA /d 4500000 3.000.000 7.500.000 4500000 4.000.000 8.500.000
/e 4 500.000 3.000.000 7.500.000 4500000 4000000 8.500.000
3) PERTAMA /b 4.000.000 2.500.000 6.500 000 4.000.000 3.800.000 7.800.000
Ii/a 4.000.000 2.500.000 6.500.000 4.000.000 3.800.000 7.800.000
FISIOTERAPIS TERAMPIL
1) PENYELIA fird 4500000 2.000.000 6.500.000 4.500.000 4000.000 8.500.000
{li/c 4500000 2.000.000 6.500.000 45000 00 4.000.000 8.500.000
2) PELAKSANA LANJUTAN /b 4.000.000 1.750.000 5.750.000 4.000.000 3.800.000 7.800.000
Iii/a 4000000 1.750 000 5 750 000 4.000.000 3.800.000 7.800.000
3) PELAKSANA Id 3500000 1 500.000 5.000.000 3.500 000 2.775.000 6.275.000
ST e = ill9 L 3500000 | 1 500 000 5 000 000 | 3500000 2775000 6.275.000
| | |
16 |PENGAWAS FARMASI & MAKANAN |FISIOTERAPIS AHL! | |
1) UTAMA /e E 6 750 000 4 000 000 10 750 000 6 750 000 | 4 400 000 11.150.000
| v/id 6.750.000 4 000000 10.750.000 6.750.000 | 4.400.000 11.150.000
| 2) MADYA IVic 5.750.000 3.500.000| 9.250 000 5.750.000 4.400.000 10.150.000
IV/b 5.750.000 3.500.000 9.250.000 5.750.000 4.200.000 9.950.000
Via 5750000 3.500.000 9.250.000 5750.000 4200000 9.950.000
3) MUDA Hid 4750.000 3.000.000 7.750 000 4750.000 4.000.000 8.750.000
e 4.750.000 3.000.000 7.750 000 4.750.000 4000000 8.750.000
4) PERTAMA /b 4250000 2500000 6.750.000 4.250.000 3.800.000 8.050.000
Iva 4.250.000 2.500.000 6.750.000 4250000 3.800.000 8.050.000
FISIOTERAPIS TERAMPIL
1) PENYELIA fli/d 4.500.000 2.000 000 6.500.000 4500000 4.000.000 8500.000
lil’c 4 .500.000 2.000.000 6.500.000 4.500.000 4.000.000 8.500.000
2) PELAKSANA LANJUTAN /b 4000000 1.750.000 5.750.000 4.000.000 3.800.000 7.800.000
Ii/a 4.000.000 1.750.000 5750000 4.000.000 3.800.000 7.800.000
3) PELAKSANA \d 3.500.000 1500.000 5.000.000 3.500.000 2775.000 6.275.000
Iifc 3.500.000 1.500.000 5.000.000 3.500.000 2.775.000 6.275.000
17 |DOKTER PENDIDIKAN KLINIS 1} UTAMA Ve 15.500.000 6.500.000 22.000.000 15500.000 4400000 19.900.000
\YZ(e] 15.500.000 6.500 000‘ 22.000.000 15.500.000 4 400000 19.900.000
2) MADYA ic 13.000.000 6.000 000 19.000.000 13.000.000 4400000 17.400.000
Vb 13 000 000 6 000 000 19 000 000 13 000 000 4 200000 17 200.000
WVia 13 000 000 H 5 000 000! 19 000 000 13 000 000 4 200 000 17 200.000
3) MUDA 1/d 10 500.000 5 000 OOO' 15 500 000 | 10 500.000 4 000 000 14.500.000
illfc 10.500.000 5000 OOO!L 15 500 000 : 10.500.000 4.000.000 14.500.000
| 4) PERTAMA /b 8.500.000 4.500 0G0 13 000 000 8.500.000 3800 000 12.300.000
IWa__ 8.500 000 | 4 500 ooo|_ 13 000 000 | 8.500.000 3800000 12.300 000




LAMPIRAN IV /6 -6

JUMLAH TTP UNTUK JFT /RSUD

DI UPT/PUSKESMAS

JUMLAH TTP UNTUK JFT/PROFESI

DI DINAS KESEHATAN

NO. NAMA JABATAN FUNGSIONAL JABATAN GOL/RUANG
TUNJANGAN TUNJANGAN TOTAL TUNJANGAN BEBAN TUNJANGAN TOTAL
BEBAN KERJA PRESTASI KERJA KERJA PRESTAS| KERJA
() 2) 3 (4 (5) (6) (M) =(5)+ (6) @ ©) (10) =(8) + (9)
18 [PENYULUH KESEHATAN PENYULUH KES. MASY. AHLI
MASYARAKAT 1) MADYA IVic 5.500.000 3.500.000 9.000.000 §.500.000 4.400.000 9.900.000
Vb 5.500.000 3.500.000 9.000.000 5.500.000 4.200.000 9.700.000
Via 5.500.000 3.500.000 9.000.000 5.500.000 4.200.000 9.700.000
2) MUDA lii/d 4.500.000 3.000.000 7.500.000 4.500.000 4.000.000 8.500.000
/e 4.500.000 3.000.000 7.500.000 4.500.000 4.000.000 8.500.000
3) PERTAMA /b 4.000.000 2.500.000 6.500.000 4.000.000 3.800.000 7.800.000
/a 4.000.000 2.500.000 6.500.000 4.000.000 3.800.000 7.800.000
PENYULUH KES. MASY. TERAMPIL
1) PENYELIA lid 4.500.000 2.000.000 6.500.000 4.500.000 4.000.000 8.500.000
/e 4.500.000 2.000.000 6.500.000 4.500.000 4.000.000 8.500.000
2) PELAKSANA LANJUTAN /b 4.000.000 1.750.000 5.750.000 4.000.000 3.800.000 7.800.000
lii/a 4.000.000 1.750.000 5.750.000 4.000.000 3.800.000 7.800.000
3) PELAKSANA Iird 3.500.000 1 500.000 5.000.000 3.500.000 2.775.000 6.275.000
lifc 3.500.000 1.500.000 §.000.000 3.500.000 2.775.000 6.275.000
4) PELAKSANA PEMULA /b 3.000.000 1.250.000 4.250.000 3.000.000 2.775.000 5.775.000
lifa 3.000.000 1.250.000 | 4.250.000 3.000.000 2.775.000 5.775.000

H. ARIEF R WISMANSYAH
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LAMPIRAN Ill PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR : 2.
TANGGAL: /P -12-20/! T

TENTANG : PEDOMAN PENILAIAN PRESTAS! KERJA PEGAWAI DAN PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG.

TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG.

LAMPIRAN 1 /1 -1

Tunjangan Tambahan Penghasilan
. Jumiah TTP
Eselonering/Jabatan Tunjangan Tunjangan (Per Bulan)
Beban Kerja Prestasi Kerja
() ) 3) @=@2+@)
Eselon ll.a 27.500.000 29.250.000 56.750.000
Eselon ll.b
a. Asisten Daerah 20.000.000 22.000.000 42.000.000
b. Kepala OPD 18.000.000 22.000.000 40.000.000
c. Kepala Pelaksana Harian BPBD 18.000.000 22.000.000 40.000.000
d. Staf Ahli 13.000.000 18.000.000 31.000.000
Eselon lll.a 10.500.000 15.750.000 26.250.000
Eselon lil.b 9.000.000 14.000.000 23.000.000
Eselon IV.a 7.000.000 10.000.000 17.000.000
Eselon IV.b
a. Kasubag pada Kecamatan, Kasubag pada
Sekretariat KORPRI, Kasubag TU pada OPD, Kasubag TU pada 6.000.000 5.750.000 11.750.000
Puskesmas
b. Sekretaris/Kasi pada Kelurahan, Kasubag TU
pada UPT DIKDAS/SMK 5.750.000 5.750.000 11.500.000
Eselon V.a 5.500.000 2.300.000 7.800.000
BERDASARKAN PRESTASI KERJA
Jabatan Funasional Umum
Golongan V/e 4.500.000 4.400.000 8.900.000
Golongan V/d 4.250.000 4.400.000 8.650.000
Golongan V/c 4.000.000 4.400.000 8.400.000
Golongan V/b 3.750.000 4.400.000 8.150.000
Golongan V/a 3.500.000 4.400.000 7.900.000
Golongan Ili/d 3.250.000 4.400.000 7.650.000
Golongan lll/c 3.000.000 4.400.000 7.400.000
Golongan lll/b 2.800.000 4.400.000 7.200.000
Golongan ill/a 2.700.000 4.400.000 7.100.000
Golongan Il/d 2.500.000 2.775.000 5.275.000
Golongan llic 2.400.000 2.775.000 5.175.000
Golongan /b 2.300.000 2.775.000 5.075.000
Golongan li/a 2.200.000 2.775.000 4.975.000
Golongan I/d 2.100.000 1.850.000 3.950.000
Golongan lic 2.100.000 1.850.000 3.950.000
Golongan lib 2.100.000 1.850.000 3.950.000
Golongan lia 2.100.000 1.850.000 3.950.000

WALIKOTA TANGERANG

ttd
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LAMPIRAN || PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR

TANGGAL
TENTANG : PEDOMAN PENILAIAN PRESTAS| KERJA PEGAWAI DAN PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG,

SKALA INDIKATOR PERILAKY

LAMPIRAN 1 /1.2

KOMPETENS!

NO KATA KUNCI INDIKATOR PERILAKU SKALA INDIKATOR
1 |Orientasi Kemampuan untuk mengetahui, Dapat memenunhi kebutuhan Sangat Baik 91- 100
Pelayanan memahami, dan memenuhi kebutuhan |Penerima Layanan Baik 76-90
yang dilayani dalam setiap aklivitas Sedang 61-75
kegiatan Buruk 51-60
Sangat buruk 0-50
Dapat menindaklanjuti permintaan, Sangat Baik 91-100
pertanyaan dan keluhan Penerima Baik 7690
Layanan Sedang 61-75
Buruk 51-60
Sangat buruk 0-50
Dapat memberkan informasi terkini Sangat Baik 91-100
tentang segcila sesuatu yang relevan  |Baik 76-90
kepada Penerima Layanan Sedang 61-75
Buruk 51-60
Sangat buruk 0-50
Dapat memberikan pelayanan yang  |Sangat Baik 91-100
ramah dan menyenangkan Baik 76-90
Sedang 61-75
Buruk 51-60
Sangat buruk 0-50
Dapat mencari alternatif terbaik untuk |Sangat Baik 91-100
kepuasan Penenma Layanan Baik 76- 90
Sedang 61-75
Buruk 51-60
Sangat buruk 0-50
2 |integntas Mampu bertindak secara konsisten Tidak bersikap kompromi jka Sangat Baik 91- 100
berhubungan dengan kode etk profesi [Baik 76-90
Sedang 61-75
Buruk 51-60
Sangat buruk 0-50
Mematuhi peraturar dan melakukan |Sangat Baik 91-100
hal-hal yang diharapkan oleh Baik 76- 90
jabatannya Sedang 61-75
Buruk 51-60
Sangat buruk 0-50
Mampu menepati janji dan konsisten |Sangat Baik 91- 100
terhadap pekerjaan yang dilakukan Baik 76-90
Sedang 61-75
Buruk 51-60
Sangat buruk 0-50
Berdedikasi tinggi terhadap pekerjaan |Sangat Baik 91- 100
Baik 76-90
Sedang 61-75
Buruk 51-60
Sangat buruk 0-50
|Mampu menjaga kerahasiaan jabatan |Sangat Baik 91- 100
Baik 76- 90
Sedang 61-75
Buruk 51-60
Sangat buruk 0-50
3 |Komitmen Mampu menyelerasakan perilaku diri  |Dapat memahami pentingnya Sangat Baik 91- 100
dengan melibatkan diri dalam pelaksanaan pekerjaan sesua Baik 76-90
kepentingan organisasi dengan tugas pokok dan fungsi serta |Sedang 61-75
tanggung jawabnya Buruk 51-60
Sangat buruk 0-50
Dapat ikut serta dalam agenda daerah [Sangat Baik 91-100
dan atau agenda nasional (hari besar |Baik 76-90
nasional, perayaan PHBN, HUT Kota, |Sedang 61-75
apel kesadaran nasional, dll) Buruk 51-60
Sangat buruk 0-50
Dapat mengambil peran aktif ketika Sangat Baik 81-100
terjach hambatan agar tujuan Baik 76-90
organisasi tetap tercapai Sedang 61-75
Buruk 51-60
Sangat buruk 0-50
Dapat menempatkan kepentingan Sangat Baik 91- 100
organisasi di atas kepentingan pribadi. |Baik 76- 90
Sedang 61-75
Buruk 51-60
Sangat buruk 0-50
4 |Disipin Taat dan patk_)h lerhadap nilai - nidai Kehadiran Apel Jumlah hari kerja datam 1 22 hari kerja
yang menjadi tanggung jawab bulan
1. indikator nilai 100 20 kali mengikuti apel

2. indikator nilai 75
3. indikator nilai 50
4. indikator nilai O

17 kali mengikuti apel
15 kali mengikuti apel
di bawah 15 kali mencikuti agel

Kehadiran pada jam kerja

Jumlah hari kerja dalam 1
bulan

1. indikator nilai 100

2. indikator nilai 75

3. indikator nilai 50

4. indikator nilai 0

22 hari kerja

20 hari masuk kerja
17 hari masuk kerja
15 hari masuk kerja
di bawah 15 hari masuk keria

Kerapihan dan kelengkapan atribut
pakaian dinas

Sangat Baik
Baik
Sedang
Buruk

Sangat buruk

AN £ R
91-100

76- 90
61-75
51-60
0-50




LAMPIRAN 1/ 1 -2

NO_| KOMPETENSI KATA KUNCI INDIKATOR PERILAKU SKALA INDIKATOR
5 [Kerjasama Mampu bekerja dalam kelompok untuk [Berperan aktif sebagaianggota Sangat Baik 91-100
mencap tijuan organisasi Organisasi dalam melakukan Baik 76-90
tugas/bagiannya untuk mendukung Sedang 61-75
keputusan Organisasi. Buruk 51-60
Sanaat buruk 0-50
Dapat membantu rekan kerja / Sangat Baik 91-100
anggota tim yang membutuhkan Baik 76-90
Sedang 61-75
Buruk 51-60
Sangat buruk 0-50
Dapat menjaga hubungan kerja yang |Sangat Baik 91-100
baik Baik 76- 90
Sedang 61-75
Buruk 51-60
Sanaat buruk 0-50
Dapat mendukung atau memfasiitasi | Sangat Baik 91-100
pemecahan masalah Baik 76- 90
Sedang 61-75
Buruk 51-60
Sangat buruk 0-50
6 |Kepemimpinan Kemampuan dalam meyakinkan, Dapat memipin rapat dengan baik Sangat Baik 91-100
mempengaruhi, dan memotivasi orang |(menyampaikan tujuan dan agenda, |Baik 76- 90
lain mengendalikan waktu, memberi tugas, | Sedang 61-75
dll) Buruk 51-60
Sangat buruk 0-50
Dapat mengarahkan bawahan untuk [Sangat Baik 91- 100
menyelesaikan pekerjaan Baik 76-90
Sedang 61-75
Buruk 51-60
Sanaat buruk 0-50
Dapat menciptakan kondisi yang Sangat Baik 91- 100
memungkinkan tim untuk bekerja Baik 76- 90
dengan baik Sedang 61-75
Buruk 51-60
Sangat buruk 0-50
Dapat mengorganisir sumber daya Sangat Baik 91-100
yang tersedia untuk optimalisasi Baik 76-90
pencapaian tujuan organisasi Sedang 61-75
Buruk 51-60
Sanaat buruk 0-50
Dapat memberikan contoh dengan Sangat Baik 91- 100
melakukan perilaku yang diinginkan. |Baik 76- 90
Sedang 61-75
Buruk 51-60
Sanaat buruk 0-50
WALIKOTA TANGEBANG
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LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR T
TANGGAL : 1P~ (2-~3.0 [C
TENTANG | PEDOMAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI DAN PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KQTA TANGERANG
TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG.
e = = e e LAMDIRAMV /3.3
| | NAMA JABATAN JUMLAH TTP
_ NO. Shteaadin PANGKAT GOL/RUANG  BEBAN KERJA | PRESTASI KERJA 5 oA
ER BULAN
—1 - — — - - - o WS S S
1 MEDIK VETERINER 1) U TAMA IVid- 1Vie 7.000 000 | 3500.000| 10 500 000
| 2) MADYA Via - Vic 6.000.000 | 3 250.000 9 250 000
| 3) MDA Wic - lid 5.000.000 | 3.000 000 8.000.000
| I v 4) PERTAMA _l _lwa-umb 4.500.000 | 2.750.000 7.250.000
i 2
2 PENYULUH K8 PENYUL UH KB AHLI
1) MA DYA Via - Vic £.500.000 4500.000 10.000.000
| 2) MUDA llie - /g 4500.000 4000.000 8.500.000
' 3) PERTAMA l/a - /b 4000 .000 3.500.000 7.500.000
PENYULUH KB TERAMPIL
| 1) PENYELIA e - g ~ 4.500.000 4000 .000 8.500.000
2) PELAKSANA LANJUTAN W/a - /b 4.000.000 3.500.00 0 7.5000 00
3) PELAKSANA | we-ind 3.500.000 3.0000 00 6 500 000
B 41 PELAKSANA PEMULA | _la-umw ____3.000.000 2.500.000 5.500.000
) INSTRUKTUR INSTRUKTUR AHLI
1) MADYA | wa-vic ~ 6.000.000 4.500.00 0 10.500.000
2) MUDA /e - lird ___5.000.000 40 0000 0 9 000.000
3) PERTAMA IWa-1liib 4.000.000 3.500.000 7 500000
INSTRUKTUR TERAMPIL
1) PENYELIA - 1vd 4.500.000 4.000.000 8.500.000
2) PELAKSANA LANJUTAN Wa - lvb 4.000.000 3.500.000 7500.0 00
W = =2 3) PELAKSANA il’c - lird 3.000.000 3.000.000 6.000.000
4 PENILIK 1), UTAMA IVid- Nle _5.000.000 5.000.000 110.000.000
2) MADYA _V/a-Vic 4.500.000 4.500.000 9.000.000
3) MUDA _llve-lud | 4.000.000 4.000.000 8.000.000
s il 4) PERTAMA __la -l 3.500.000 | 3.500.000 7.000.000
|
5 PAMONG BELAJAR 1) MADYA  I\V/a- IVic 4.250.000 4.500.000 8.750.000
2, MUDA e - liid 3.800.000 ~ 4.000.000 7.800.000
= 3) PERTAMA lW/a - lil/b 3.350.000 3.500.000 6.850.000
6 PENGAWAS PENDIDIKAN 1) UTAMA IV/d- IV/e 5.100.000 | ~ 5.000.000 ©10.100.000
2) MADYA IVia -IV/c ~4.6800.000 | 4500.000 9.100.000
[ R 13 _MUDA Sl lWe-lid | 4.100 000 4.000.000 ! 8.100.000
/. WIDYAISWARA :I 1) UTAMA IV/d - Ve 7.000.000 4.000.000 11.000.000
|2 M DYA WVia - IVic 6.000000 3.75.0.000  9.750.000
| 3) MUDA /e - Hiid 5.000.000 3.500.000 8.500000
(I - B 4) PERTAMA . lwa-umb  4.500.000 3.250.000 | 7.750.000
8 ASESSOR | 1) UTAN A IV/d- IV/e 7.000.000 4.000.000 11 000000
2) MADYA V/a - Vic 6.00 000 3.750.000 9.750.000 |
3) MUDA 7 - liid ~ 5.000 .000 3.500 000 -8.500.000 |
e e = 4) PERTAMA L a-lwp | 4.500.000 3250.000 7.750.000 |
9 ANALIS KEPEGAWAIAN ANA LIS KEPEGAWAIAN AHLI |
1) MADYA | Wa-wvie | 6.000000 3750000 9 750 000
2) MUDA lic-lid | '5.000.000 3.500.000 8.500.000
3) PERTAMA Wira - /b | 4.500.000 32 50.000 7 .750.000
ANALIS KEPEGAWAIAN TERAMPIL '
1) PENYELIA ll/c -10/d | 5.000.000 3.50000 0 8.500.000
2) PELAKSANA LANJUTAN CMa-tm | 4 .500.000 3.250.000 775.00
[ 3) PELAKSANA lljc - i 3.500.000 3.000.000 6.500.000
f 10 AUDITOR AUDITOR AHLI
1) UTAMA IV/d - Iv/e 10 .500.000 10.000.000 20°500.000
[ 2) MADYA Wia-Vic | 9.500.000 9.000.000 18.500 000
3) MUDA Wic - fiid 7.500.000 8.00 0.000 15.50 0.000
| 4) PERTAMA | da - 1ib : 550000 0 7.000.000 12.900.000
|
| A UDITOR TER.AMPIL [
1) PENYELIA Hi/c-titid 7 .500.000 8000 000 15.5.00.000
| 2) PELAKSANA LANJUTAN | Ia - b 5 .500.000 7.000 .000 1:2500.0 0
3),_ PELAKSANA | c-ud 4.500.000 6.000.000 10.500.000
— — — i__ =] |
11 P2UPD 1) MADYA | IVia-wie 9 .500000 8.000.000 17 500.000
2) MUDA Ihc - Iid | 7 .500000 7.000.00 0 14_.5000 00
[ | (O N 3), PERTAMA |_a-wb | 5.500.000 6.000.000 11.500 000
| |
12 PERANCANG PERUNDANG- | 1) UTAMA vid- Ve | 9 .000000 2.000 .000 11000.000
UNDANGAN 2) MADYA | tva-wvic | 7 .50 000 1.750.000 9.250.000
3) MUDA | e - g | .50 0.000 1500 000 8.000.000
e = _ 4)_PERTAMA e TV S 1] 4.500.000 1.250.000 5.750.000
13 PENILAI PBB PENILAI PBB AHLI
1) MADYA IV/a- Vic 6.000.000 3.750.000 | _ 9750000
! 2) MUDA | e -nd 5.000.000 3.500.000 8 500000
3) P ERTAMA lilfa - Hib 4500000 | 3.250 000 7.750.000
PENILAI PBB TERAMPIL | |
1) PENYELIA [ twc-ma 5000 000 3.500000 8.500.000
2) PELAKSANA LANJU TAN | wa-wp | 4500000 3.250.000 | 7.750.000
N 3). PELAKSANA L ie- wa 3.500.000 3000000, 6500000 |




LAMPIRAN V/2-3

NAMA JABATAN e JUMLAH TTP |
NO.
i PANGKAT GOL/RUANG | BEBAN KERJA | PRESTASI KERJA it Al
14 PENYULUH PAJAK PENYULUH PAJAK AHLI [ |
1) MADYA | IVia- IVic 5.500.000 4.25000 0 9.750.000
2) MUDA liic - ilid _4,500.000 gooo.qgo] 8.500.000
3) PERTAMA | a1 4.000.000 3750000 7.750.000
| |
PENYULUH PAJAK TERAMPIL [
1) PENYELIA _ Wic- lird 4.500.000 4,000,000 8.500.000
2) PELAKSANA LANJUTAN llva- e 4.000.000 3.750.000 775000 0
| | 3) PELAKSANA llic - lid 3.500.000 3.000.000 6.500.000
15 PEMERIKSA PAJAK PEMERIKSA PAJAK AHLI
1) MADYA _Vra- Vi 5.500.000 4.500.000 10.000.000
2) MUDA e~ lwd 4.500.000 4.250.000 8.750.000
3) PERTAMA llira- lirb ~4.000.000 4.000.000 8.000.000
PEMERIKSA PAJAK TERAMPIL
1) PENYELIA ~Wic-1iid 4.500.000 4.250.000 8.750.000 |
2) PELAKSANA LANJUTAN llja- /b 4.000.000 4.000.000 /8.000.000 1
e 3)__PELAKSANA oy TR 3.500.000 3.750.000 7.250.000 |
16 PERENCANA 1) UTAMA | tvid-1Vie 6.500.000 4.500.000 11.000.000 |
2) MADYA | IVia-Ivic 6.000000 4.000.000 10.000.0 00 |
3) MUDA [ e g ~5.000.000 _.3.500.000] 8.500.000 |
1 4) _PERTAMA | Iwa-lire | 4.500.000 3.000.000 7.500.000 |
17 PENATA RUANG 1) MADYA | 1V/a-tVic ! 6.000.000 4.000.000 10.000.000
2) MUDA | twe-nvg | ~ 5,000.000 3.500.000 8..500000
e 3) PERTAMA Wa- b | 4.500.000 3.000.000 7.500.000
|
| 18 PRANATA KOMPUTER PRANATA KOMPUTER AHLI |
| 1) UTAMA IVid- IVie ~ 7.000.000 4.000.000 11.00 0000
2) MADYA Via - Wic 6.000 .000 375 0.000 9.750.000
3) MUDA e - iivd 5000 .000 3500000 8.500 .000
4) PERTAMA ifa - il/b 4,500 .000 3 25 0000 7.750.000
PRANAT A KOMPU TER TERAMPIL
1) PENYELIA /e - liid ~ 5.000.000 3500.000 8.5000.000
| 2) PELAKSANA LANJUTAM lil/a - 1ll/o 4,500,000 3250.000 7.750.000
[ 3) P ELAKSANA lire- liid _.3.500.000 | 3.000.000 6.500000
= — = | 4 PELAKSANA PEMULA ! la-um | 3.000.000 2.750.000 5750000
19 PENYULUH INDAG ] 1) MADYA N //a-IVic _6.000 .000 4000.000 10.000.000
2) MUDA /e -1/ d 5.000.000 3.500.000 8.500.000
B [ i 3) PERTAMA Wa- o | 4.500.000 3.000.000 7.500.000
[
20 PENERA 1) MADYA | tviaavic | 6.000.000 4.500.000 10.500.00 0
2) MUDA | ll/c- Hird | 5.000.000 4.000.000 9.000.000
3) PERTAMA lli/a - Wifb | 4.500000 3.500.000 8.000.000
21 [PENGAWAS PENGAWAS NAKER AHLI [
KETENAGAKER JAAN 1) MADYA | IVia- Nic 5.750.000 4.000.000 9.750.000
2) MUDA [ e li/d ~ 4.750.000 3.750.000 8.5 0.000
3) PERTAMA I lwa - 4.250.000 350000 0 7 750.000
| PENGAWAS NAKER TERAMPIL
1) PENYELIA /e - liid 4.500 .0 00 3.7 0.000 8.250.000
2) PELAK SANA LANJUTAN lil/a - 1il/b __ 4.000.000 3.500.000 7 .5000 00
A 3) PELAKSANA — e 3.500.000 3.250.000 6.750.000
22 PENGANTAR KERJA IPENGANT.AR NAKER AHLI
1) MADYA V/a-IVic _5.750.000 4.000.000 | 9.750.000
2) MUDA e - li/d _ 4.750.000 3750 000 8 .500,0 00
3) PERTAMA l/a - lilio  4.250.000 35000000 7.750.000
PENGANTAR NAKER TERAMPIL | |
| 1) PE NY EUA ic - lllid 4.500000 3.750 000 8250 000
2) PELAKSANA LANJUTAN ll7a - 1lirb 4.000.000 3.5 00000 7.5000 00
|_ 3, PELAKSANA We-llid | 3.500.000 3.250.000 6.750.000
! S = B !
| 23 MEDIATOR HUB INDUSTRIAI_I_ 1) MADYA IV/a-IVic 6.000.000 ! 4.000.000 10.000.000
| 2) MDA e - llifd 5000 000 3.750 OOOI 8.750.000
— 31 _PERTAMA — . Wa-lb | 4500000 |  3.500000 8.000.000
24 STATISTISI STATISTIK AHL! i | |
1) MADYA Via - Wic | 6.000.000 3.250.000 9.250 000 |
| 2) MWDA lire - ilvid 5.000.000 3.000.000 8.000 000 |
| 3) PERTAMA lifa - llib 4.500 000 2.750.000 7.250 000 |
| STATISTIK TERAMPIL |
1) PENYELIA ic- lil/d 5.000.000 | 3.000.000 8.000.000
2) PELAKSANA LANJJ TAN lli7a - 1liib 4.500.000 | 2.750.000 7.250.000
3) PELAKSANA e - id | 3.500000 2.500.000 | 6 000.000
4)_PELAKSANA PEMULA P P - o | 3.000.000 2.750.000 __5750.000
| ] |
25 PENELITI 1) UTAMA Wia- Ve | 6.500.000 4.750.000 11.250.000
| 2) MADYA I/ - liid | 6.000.000 4500.000 10.500.000
| 3) MUDA H/a - lll/b 5.000.000 4.250.000 9.250.000
- |_ 4, PERTAMA L Wa-lib 4.500.000 | 4.000.000 8.500.000 |
26 | PENGUJI KENDARAAN 1 PENYELIA | lllie - 1M/d 5.000.000 4500 00 0 1 95 000 00
[ BERMOTOR 2) PELAKSANA LANJUTAN | I/a- Wb 4.500.000 4.250.000 8.750.000
3) PELAKSANA Ve- d 3.500000 4.000.000 7 .500.000 |
| _ 4) PELAKSANA PEMULA a-b | 3.000.000 3.750.000 6.750.000 |




LAMPIRAN V/3 -3

NO. N:&“G‘;‘I‘g:x_‘" PANGKAT GOL/RUANG | BEBAN KERJA | PRESTASIKERJA ";’g;‘gﬂx
27 | PUSTAKAWAN PUSTAKAWAN AHLI
1) UTAMA VI divie 5500.000 5000.000 10500.000
2) MADYA VI & aVic 5.000.000 4.500.000 9,500,000
3) MUDA ~ lile- vd 4.000.000 4.000.000 8.000.000
4) PERTAMA Wa - 1/b 73500.000 3.500.000 7.000.000
PUSTAKAWAN TERAMPIL
1) PENYELIA Cllle-vd | 4.000.000 4.000.000 8.000.000
2) PELAKSANA LANJUTAN TS 3,500,000 3.500.000 7.000.000
- 3) PELAKSANA lic - id 3.000.000 3.000.000 6.000.000
28 | ARSIPARIS ARSIPARIS AHLI
1) UTAMA IV/d-IV /e 5500000 5.000.000 105 00,000
2) MADYA v/ alie | 5000000 4.500.000 9.500.000
3) MUDA iie- NV 4000000 4.000.000 8.000.000
4) PERTAMA lifa- b | 3.500.000 3.500.000 7.000.000
ARSIPARIS TERAMPIL
1) PENYELIA Wie-id | 4.000.000 4.000.000 8.000.000
2) PELAKSANA LANJUTAN W/a - /b 3.500.000 3.500.000 7.000.000
L o 3) PELAKSANA iic- Iid 3.000.000 3.000.000 6.000.000
29 | PENYULUH PERIKANAN  |PENYULUH PERIKANAN AHLI P
1) UTAMA id-ne | £.000.000 4.500.000 10.500.000
2) MADYA IV /a- Vi ' 5.500.000 4.250.000 9.750.000
3) MUDA Wic- /d 4500.000 4.000.000 8.500.000
4) PERTAMA e b 4.000.000 3.750.000 7.750.000
PENYULUH PERIKANAN TERAMPIL
1) PENYELIA /- g 4500.000 4.000.000 8.500.000
2) PELAKSANA LANJUTAN e Iib 4,000,000 3.750.000 7.750.000
3) PELAKSANA lic - lid 3500.000 3.500.000 7.000.000
30 | PENGAWAS BENIH PENGAWAS BENIH AHLI
TANAMAN 1) MADYA Wia-iVic 5,500,000 4.250.000 9.750.000
2) MUDA “lilfe- Hid 4.500.000 4,000,000 8500000
3) PERTAMA Wa - /b 4000000 3.750.000 7.750.000
PENGAWAS BENIH TERAMPIL
1) PENYELIA " lire- id_ 4500.000 4.000.000 8.500.000
2) PELAKSANA LANJUTAN iWa -1i1/b 4000.000 3750.000 7.750.000
Pt 3) PELAKSANA 1 we-d 3500.000 3.500.000 7.000.000
31 | PENYULUH PERTANIAN  |PENYULUH PERTANIAN AHLI
1) UTAMA | vid-Ivie 6.000.000 4500.000 10.500.000
2) MADYA Wiadvic 5500.000 4.250.000 9.750.000
3) MUDA We- i 4.500.000 4.000.000 8.500.000
4) PERTAMA L wa-lib 4000.000 3.750.000 7.750.000
PENYULUH KESEHATAN TERAMPIL
1) PENYELIA - Hid 4500000 4,000,000 8.500.000
2) PELAKSANA LANJUTAN Wa - b~ © 4.000.000 3.750.000 7.750.000
3) PELAKSANA le-ld | 3.500.000 3.500.000 7.000.000
|
32 | PENGAWAS MUTU HASIL  |PENGAWAS MUTU HSL PERTANIAN AHLI
PERTANIAN 1) MADYA Via- IVic 5750.000 4.250.000 10.000.000
2) MUDA We-d |  4.750.000 4.000.000 8.750.000
3) PERTAMA | wa- 1o 4.250.000 3.750.000 8.000.000
PENGAWAS MUTU HSL PERTANIAN TERAM P IL
1) PENYELIA We-lllid 4.750.000 4.000.000 8.750.000
2) PELAKSANA LANJUTAN - b 4250.000 3.750.000 8.000.000
3) PELAKSANA e - Iiid 3500.000 3.500.000 7.000.000
. 4) PELAKSANA PEMULA Wa -i/b 3.000.000 3.250.000 6.250.000
33 | TEKNIK JALAN DAN TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI
JEMBATAN 1) UTAMA IVid V/e 7.000.000 4.000.000 11.000.000
2) MADYA Wia-Vic 6.000.000 3.750.000 9.750.000
3) MUDA lie - llid 5.000.000 3500000 8.500.000
4 PERTAMA ila - b 4500.000 3.250.000 7.750.000
TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN TERAM PIL
1) PENYELIA lilic- id 5000000 3.500.000 8.500.000
2) PELAKSANA LANJUTAN | uiva- i 4.500000 3.250.000 7.750.000
3) PELAKSANA W/c-li/d 3500.000 3.000.000 6.500.000
3 | PENGENDALIDAMPAK PENGENDALI DAMPAK LING. AHLI |
LINGKUNGAN 1 MADYA " ivia-vie_ | 6.000.000 3.750.000 9.750.000
2) MUDA " ilic- il 5.000.000 3.500.000 8.500/000
3) PERTAMA I Wa-mw | 4500.000 3.250.000 7.750.000
PENGENDAL! DAMPAK LING. TERAMPIL |
1) PENYELIA I - | 5.000.000 3.500.000 8.500.000
2) PELAKSANA LANJUTAN ia- Wb | 4500.000 3.250.000 7.750.000
3) PELAKSANA ie- U 3.500.000 3.000.000 6500.000
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LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR S
TANGGAL

TENTANG

g ~12~a.0(C
: PEDOMAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI DAN PEMBERIAN TUNJANGAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAMBAHAN PENGHASILAN

MATRIX PEJABAT PENILA| PRESTASI KERJA PEGAWAI

LAMPIRAN V1/1 -1

Atasan Langsung/Pejabat Penilai

Ess. VA
(TU Sekolah)

Ess.IV.B

(Subbag Kecamatan/Kelurahan/
UPT Puskesmas/TU Sekolah)

Ess. IVA
(Lurah/Ka.UPT)

Ess. IV.A
(OPD)

Ess. ILB

Ess. I.B (Asiston)

Ess. lIl.B | Ess. LA

A

SETDAY

Jabatan Fungsional
Umum/Pelaksana

v

v

¥

Jabatan Fungslonal
Tertentu

Jabatan Penilik/Pengawas

Ka. TU SMK
(Ess. IV.B)

Ka. TU SMP/SMA
(Ess. V.A)

Ka. Subbag Kecamatan
(Ess. IV.B)

Ka.Sie Kelurahan/Ka.TU
(Ess. IV.B)

Lurah/Kasie. Kantor
(Ess. IV.A)

Ka.Sub.Bid/Ka Sie/Ka.UPT
(Ess. IV.A)

Ka. Bid Badan/Dinas/Sekcam
(Ess. IIL.B)

Sekretaris BPBD
(Ess. lI.B)

Sekretaris KORPRUKPUD
(Ess.lIl.B)

Ka.Kantor/Camat
(Ess. lILA)

Sekretaris Badan /Dinas/Irban
(Ess. lILA)

Kabag/RSUD
(Ess. lL.A}

Inspektur/Badan/Dinas/Ka.Satpol
PP/Ka.Lak BPBD/Staff Ahli
(Ess. IL.B)

WALIKOTA TANGERANG

ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH



